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Nama: Tasirin NPM: 2117500060 Judul :  Penyelenggaraan Prinsip-Prinsip 
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 Penelitian ini bertujuan Ingin mendeskripsikan Penyelenggaraan prinsip-
prinsip good governance pemerintahan desa di kecamatan wanasari kabupaten 
brebes. 
Jenis penerlitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendeskripsikan penyelenggaraan 
prinsip-prinsip good governance pemerintahan desa di kecamatan Wanasari 
kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan ketiga 
prinsip utama good governance yaitu prinsip partisipasi, transparansi, 
akuntabilitas untuk mengukur penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance 
pemerintahan desa di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes. 
Hasil Penelitian penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance 
pemerintahan desa di kecamatan wanasari kabupaten brebes belum berjalan secara 
maksimal terutama prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dengan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses perencanaan, penggerakan dan 
pengendalian di kecamatan wanasari kabupaten brebes telah ditetapkan secara 











Name: Tasirin NPM: 2117500060 Title: Implementation of the Principles of Good 
Governance in Village Administration in Wanasari District, Brebes Regency. 
Thesis, Government Science, Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Drs. Djoko 
Suyono, M.Si and Advisor II: Dra. Erny Rosyanti, M.Si. 
Keywords: Principles of Good Governance, Village Government 
This study aims to describe the implementation of the principles of good 
governance in village governance in Wanasari sub-district, Brebes district. 
The type of research used is descriptive qualitative research, which is the 
type of research that seeks to describe the implementation of the principles of 
good governance of village governance in the Wanasari sub-district, Brebes 
district in the administration of village governance based on the three main 
principles of good governance, namely the principles of participation, 
transparency, and accountability to measure the implementation of the principles. 
-principles of good governance of village government in Wanasari sub-district, 
Brebes district. 
The results of the research on the implementation of the principles of good 
governance of village governance in the Wanasari sub-district, Brebes district, 
have not been carried out optimally, especially the principles of participation, 
transparency, and accountability with the implementation of village governance in 
the planning, mobilization and control process in the Wanasari sub-district, 
Brebes district has been determined optimally, however in the process of 
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I.1. Latar Belakang         
 Menurut OECD dan World Bank (dalam Sedarmayanti,2012:7) Good 
Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 
dan bertanggungjawab, yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 
penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, 
baik secara politik maupun administratif, disiplin anggaran serta penciptaan legal 
and political framework. Sedangkan menurut United nations development 
program (UNDP) (dalam Sedarmayanti, 2012:2) Good Governance adalah suatu 
proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder, 
terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan 
berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi 
kepentingan rakyat.         
 Konsep mengenai good governance dapat ditemukan juga dalam Peraturan 
Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan 
pegawai negeri sipil (dalam Sedarmayanti,2004:4), yang merumuskan arti dari 
good governance sebagai Kepemerintahan yang mengemban akan dan 
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan 
prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum, dan dapat diterima oleh 





 Good Governance bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan 
juga untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara dimana 
terselenggarannya good governance merupakan syarat utama bagi setiap 
pemerintahan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, 
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dan korupsi, kolusi dan 
nepotisme (Sedarmayanti, 2004:10).     
 Penerapan good governance di sektor publik akan sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan terselenggaranya good governance pada sektor swasta. Hal 
ini karena kebijakan publik diperlukan untuk mendorong terciptanya lingkungan 
yang kondusif bagi pemanfaatan peluang dan kegairahan kegiatan produktif 
masyarakat. Artinya bahwa peran pemerintah melalui kebijakan publik sangat 
penting, untuk memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar dengan benar dan 
mencegah timbulnya monopoli komersial dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme). Prioritas pembangunan sumber daya aparatur diarahkan pada 
penciptaan good governance dengan kebijakan yang mengarah kepada penerapan 
prinsip-prinsip good governance anatara lain: peningkatan efektivitas pelayanan, 
peningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja dan etika 
birokrasi, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, dan 
lainnya (Sedarmayanti,2012:11).       





pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta 
cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan 
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dan 
korupsi, kolusi dan nepotisme (Sedarmayanti, 2004:10).  
Menurut Syamsuddin (dalam Solekhan, 2014:30) good governance 
mengarahkan pada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 
manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan 
demikian, menunjukan bahwa pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang 
mengarah pada good governance. 
Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara 
kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam 
pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi.  
Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan, 
bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 





kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Adapun pemerintahan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 
2014, pasal 1, ayat (2) tentang desa, pemerintahan desa adalah “penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”. Dijelaskan juga di dalam 
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (3), bahwa yang dimaksud 
dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, 
yaitu: 1) pemerintah desa, dan 2) BPD.     
 Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan 
proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah 
desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan 
pelayanan sosial yang baik, sehingga membawa warganya pada kehidupan yang 
sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan (Solekhan, 2014:29). Besarnya 
tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa, memperlihatkan bahwa 
pemerintah desa memiliki peran dalam menciptakan good governance.  
 Jika Good governance diletakan dalam lingkup desa salah satu isu yang 
harus di perhatikan yang pertama adalah isu pemerintahan demokratis, yaitu 
pemerintahan desa yang berasal “dari” (partisipasi) masyarakat, dikelola “oleh” 





masyarakat (AA.GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko,2003:21).  
 Menurut Syamsuddin (2007) ada tiga prinsip utama good governance yang 
harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu:  
1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya 
pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa seharusnya 
memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiga hal, yaitu: (a) 
bersuara (voice), (b) akses, dan (c) kontrol dalam pembangunan dan 
penyelenggaraan masyarakat.                                               
2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga 
masyarakat.                                                                                                            
3. Akuntabilitas (Amanah), artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara 
hukum, politis maupun moral, dan sebagainya.  
Penyelenggaraan prinsip partisipasi pemerintahan desa di kecamatan 

















Daftar Hadir Musrenbangdes di desa Kupu Tahun 2021 
Aspek Partisipasi  
 
No Jabatan Jumlah 
1. Kepala Desa 1 
2. Perangkat Desa 9 
3. BPD 4 
4. LPM 2 
5. BUMDES 1 
6. PKK 1 
7. RW 5 
8. RT 15 
9. Babinsa 2 
Jumlah Total 40 
Sumber : data laporan pelaksanaan musrembangdes tahun 2021 
Pada desa Kupu dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan 
desa (musrenbangdes) yang dilakukan pada tanggal 28 desember 2020, dimana 
menunjukan bahwa semua peserta yang berjumlah 40 peserta merupakan 
perangkat desa setempat dan tidak adanya peserta atau penduduk desa kupu. 
Tabel I.02 
Daftar Hadir Musrenbangdes di desa Keboledan tahun 2021  
Aspek Partisipasi  
  
NO Jabatan  Jumlah  
1.  Kepala Desa  1 
3. Perangkat Desa  5 
4. Kasih kesejateraan sosial kec. Wanasari 1 
5. BPD 3 
6.  Pendamping Lokal Desa 3 
7. PKK 2 
8. RT 11 
9.  Karang Taruna 1 
10. Masyarakat  1 
Jumlah Total 28 





Sementara itu di desa Keboledan dalam pelaksanaan musyawarah rencana 
pembangunan desa (musrenbangdes) yang dilakukan pada tanggal 23 desember 
2020, dimana menunjukan bahwa dari 28 peserta hanya terdapat 1 peserta dari 
masyarakat atau penduduk desa keboledan tersebut, dan sisanya 27 peserta yang 
merupakan perangkat desa setempat. 
Tabel I.03 
Daftar Hadir Musrenbangdes di desa Klampok Tahun 2021  
Aspek Partisipasi  
 
NO Jabatan  Jumlah  
1. Kepala Desa 1 
2.  Perangkat Desa 7 
4. BPD 3 
5.  LPM 4 
6. Pendamping 1 
7. Staf Kecamatan  1 
8. KPMD 1 
9. PKK 1 
10. Karang Taruna 2 
11. RW 7 
12. RT 39 
13. Masyarakat 6 
Jumlah Total 73 
   Sumber : data laporan pelaksanaan musrembangdes tahun 2021 
Dan di desa Klampok, dalam pelaksanaan musyawarah rencana 
pembangunan desa (musrenbangdes) tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 
22 januari 2020, dimana menunjukan bahwa dari 73 peserta hanya terdapat 6 
peserta dari masyarakat atau penduduk desa Klampok, dan sisanya 67 peserta 
yang merupakan perangkat desa setempat. 
Dari data tersebut diatas, penyelenggaraan prinsip partisipasi pemerintahan 





Keboledan, dan desa Klampok menunjukan bahwa, kurangnya partisipasi 
masyarakat secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan desa. Maka dapat di 
simpulkan bahwa dalam penerapan prinsip partisipasi pemerintahan desa di 
kecamatan Wanasari kabupaten Brebes kurang berjalan dengan baik. 
Penyelenggaraan prinsip transparansi pemerintahan desa di kecamatan 
Wanasari kabupaten Brebes khususnya di desa Kupu, desa Keboledan, dan desa 
Klampok 
Tabel I.04 
Pembangunan Insfrastruktur desa Kupu Tahun 2020 
Aspek Transparansi 
 






1. Pembangunan posyandu/polindes/PKD 28.000.000 Dana Desa 
2. Pembangunan jalan lingkungan 
pemukiman 
900.000.000 Dana Desa 
3. Pembangunan jalan desa 300.000.000 Dana Desa 
4. Pembangunan jalan usaha tani 230.000.000 Dana Desa 
5. Pembangunan jembatan di desa kupu 156.000.000 Dana 
Desa,APBD 
6. Pembangunan Gapura/Batas desa 62.000.000 ADD 
7. Dukungan pelaksanaan program 
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH) GAKIN 
72.500.000 Dana Desa, 
PBP, 
APBD 
8. Pembangunan fasilitas pengolahan 
sampah 
359.000.000 Dana Desa 
Sumber : data RKPdes desa Kupu 2020 
Di desa Kupu menunjukan bahwa, telah adanya pembangunan 
infrastruktur desa. Akan tetapi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan 
menunjukan bahwa, tidak adanya papan informasi mengenai pembangunan 
infrastruktur atau pendanaan desa yang di letakan di jalan strategis desa seperti di 





memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi pembangunan infrastruktur 
atau pendanaan desa. 
 
Tabel I.05 
Pembangunan Insfrastruktur desa Keboledan Tahun 2020 
Aspek Transparansi 
 






1. Pembangunan Pengadaan Alat Peraga 
PAUD/TK/TPA/TPQ 
22.000.000 DD 
2. Pembangunan jalan desa 256.134.500 DD 
3. Pembangunan jalan lingkungan 
pemukiman/gang 
623.424.306 DD 
4. Pembangunan Jembatan Milik Desa 55.554.400 DD 
5. Pembangunan Prasarana Jalan Desa 178.720.5000 DD 
6. Pembangunan Balai Desa/Balai 
Kemasyarakatan 
171.225.237 PBK, PAD 
7. Pembangunan Gapura/Batas Desa 40.064.180 ADD 
8. Dukungan pelaksanaan program 
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH) GAKIN 
122.750.000 DD, PBP 
Sumber : data RKPdes desa Keboledan  2020 
Di desa Keboledan menunjukan bahwa, telah adanya pembangunan 
infrastruktur desa. Akan tetapi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan 
menunjukan bahwa, tidak adanya papan informasi mengenai pembangunan 
infrastruktur atau pendanaan desa yang di letakan di jalan strategis desa seperti di 
jalan utama desa, baik di persimpangan jalan atau pun di pertigaan jalan yang bisa 
memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi pembangunan infrastruktur 








Pembangunan Insfrastruktur desa Klampok Tahun 2020 
Aspek Transparansi 
 






1. Pembangunan posyandu/polindes/PKD 24.750.000.00 DDS 
2. Pembangunan jalan desa 557.000.000.00 DDS 
3. Pembangunan jalan lingkungan 
pemukiman 
400.000.000.00 DDS 
4. Pembangunan jembatan milik desa 170.000.000.00 DDS 
5. Pembangunan Prasarana Jalan Desa 
(Gorong, selokan, dll) 
300.000.00 DDS 
6. Dukungan pelaksanaan program 
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH) GAKIN 
252.000.000 DDS, PBK, 
PBP 
Sumber : data RKPdes desa Klampok tahun 2020 
Di desa Klampok menunjukan bahwa, telah adanya pembangunan 
infrastruktur desa. Akan tetapi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan 
menunjukan bahwa, tidak adanya papan informasi mengenai pembangunan 
infrastruktur atau pendanaan desa yang di letakan di jalan strategis desa seperti di 
jalan utama desa, baik di persimpangan jalan atau pun di pertigaan jalan yang bisa 
memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi pembangunan infrastruktur 
atau pendanaan desa.  
Dari data tersebut diatas, penyelenggaraan prinsip transparansi 
pemerintahan desa di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes khususnya di desa 
Kupu, desa Keboledan, dan desa Klampok menunjukan bahwa, telah adanya 
pembangunan infrastruktur desa. Akan tetapi berdasarkan fenomena yang terjadi 
di lapangan menunjukan bahwa, tidak adanya papan informasi mengenai 





desa maupun di jalan strategis desa seperti di jalan utama desa, baik di 
persimpangan jalan atau pun di pertigaan jalan yang bisa memudahkan 
masyarakat untuk mengakses informasi pembangunan infrastruktur atau 
pendanaan desa. Maka dapat di simpulkan bahwa dalam penerapan prinsip 
transparansi pemerintahan desa di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes kurang 
berjalan dengan baik.   
Tabel I.07 
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kupu Tahun 2020 
Aspek Akuntabilitas 
 
NO Uraian Anggaran Ket. 
 Bidang Jumlah 
(Rp)  
Sumber 
1.  Penyelenggaraan Pemerintah Desa 560.330.000 PAD, ADD 
2. Pembangunan Desa 2.372.000.000 DANA DESA, 
APBD, ADD, 
PBD 
3.  Pembinaan Kemasyarakatan 803.500.000 ADD 
4.  Pemberdayaan Masyarakat 370.000.000 DANA DESA 
5. Penanggulangan bencana 1.250.000.000 ADD 
 Jumlah Total 4.851.533.000  
Sumber : data RKPdes desa Kupu 2020 
Penyelenggaraan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di kecamatan 
Wanasari kabupaten Brebes khususnya di desa Kupu menunjukan bahwa, telah 
adanya pertanggungjawaban dari pemerintah desa berupa ditetapkannya rencana 
kerja pemerintah desa (RKPDes) yang mana dalam proses pelaksanaannya 
melibatkan unsur kelembagaan yang ada di pemerintahan desa. Sehingga dalam 
hal akuntabilitas, peranan kelembagaan sebagian sudah berjalan sesuai harapan.  





banyak hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti pada desa Kupu pemberian tanggung 
jawab yang besar kepada pemerintahan desa tidak dibarengi dengan penyiapan 
sumber daya manusia yang baik menurut Sekertaris desa Kupu bapak Siswoyo, 
Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang ada di 
pemerintahan desa kupu, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa 
harus mengambil tenaga dari luar desa untuk mejalankan tugas yang ada di 
pemerintahan desa kupu, hal ini bisa mengakibatkan kurang maksimalnya proses 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di pemerintahan desa kupu 
(Wawancara dengan Sekertaris desa Kupu bapak Siswoyo pada 23 februari 2021). 
Tabel I.08 
Rencana Kerja Pemerintah Desa Keboledan Tahun 2020 
Aspek Akuntabilitas 
 
NO Uraian Anggaran Ket. 
 Bidang Jumlah 
(Rp) 
Sumber 
1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 719.308.580 ADD, BHPR, 
PAD, BPK, 
DD 
2. Pembangunan Desa 1.447.901.123 DD, PBK, 
PAD, ADD, 
PBP, 
3. Pembinaan Kemasyarakatan 338.997.519 PBH, ADD, 
DD, PBP 
4. Pemberdayaan Masyarakat 271.465.171 DD, PBP 
 Jumlah Total 2.777.672.393  
Sumber : data RKPdes desa Keboledan  2020 
Penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di kecamatan Wanasari 





pertanggungjawaban dari pemerintah desa berupa ditetapkannya rencana kerja 
pemerintah desa (RKPDes) yang mana dalam proses pelaksanaannya melibatkan 
unsur kelembagaan yang ada di pemerintahan desa. Sehingga dalam hal 
akuntabilitas, peranan kelembagaan sebagian sudah berjalan sesuai harapan.  
Namun berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa masih 
banyak hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada desa Keboledan menurut Sekertaris 
desa Keboledan bapak Masharudin, dapat dilihat dari kurang disiplinnya aparat 
desa dalam menjalanan tugas dan tanggung jawabnya, karena masih adanya kritik 
dari masyarakat kepada pemerintah desa keboledan tentang kinerja dari perangkat 
desa, salah satunya adalah kritik masyarakat mengenai tidak adanya perangkat 
desa di kantor desa pada jam kerja saat masyarakat membutuhkan pelayanan 
administrasi, hal tersebut dikarenakan sebagian besar perangkat desa bekerja 
dilapangan (Wawancara dengan Sekertaris desa Keboledan bapak Masharudin 













Tabel I.09  
Rencana Kerja Pemerintah Desa Klampok Tahun 2020 
Aspek Akuntabilitas 
 
NO Uraian Anggaran Ket. 
 Bidang Jumlah 
(Rp) 
Sumber 
1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.022.979.452,00 ADD, PBH, 
DDS, DDL, 
PBP 
2. Pembangunan Desa 1.755.300.000,00 DDS, PBH, 
PBK, PBP 
3. Pembinaan Kemasyarakatan 238.500.000,00 DDS, ADD, 
DDS 
4. Pemberdayaan Masyarakat 45.000.000,00 DDS,PBP 
 Jumlah Total 3.061.779.452,00  
Sumber : data RKPdes desa Klampok tahun 2020 
Penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di kecamatan Wanasari 
kabupaten Brebes khususnya di desa Kupu menunjukan bahwa, telah adanya 
pertanggungjawaban dari pemerintah desa berupa ditetapkannya rencana kerja 
pemerintah desa (RKPDes) yang mana dalam proses pelaksanaannya melibatkan 
unsur kelembagaan yang ada di pemerintahan desa. Sehingga dalam hal 
akuntabilitas, peranan kelembagaan sebagian sudah berjalan sesuai harapan.  
Namun berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa masih 
banyak hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada desa Klampok, berdasarkan penuturan 
Kepala desa Klampok Ibu Nasikhatun Fitriyani yang menjelaskan bahwa, 
Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal, Penataan 





baik belum sepenuhnya diterapkan, Manajemen sumber daya manusia yang masih 
belum berjalan dengan baik, Manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal 
dan masih banyak praktek pungutan liar (Wawancara dengan Kepala desa 
Klampok Ibu Nasikhatun Fitriyani pada 4 maret 2021). 
Dari data tersebut diatas, penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan 
desa di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes khususnya di desa Kupu, desa 
Keboledan, dan desa Klampok menunjukan bahwa, peranan kelembagaan 
sebagian sudah berjalan sesuai harapan hal tersebut dibuktikan dengan telah 
adanya akuntabilitas dari pemerintah desa berupa ditetapkannya rencana kerja 
pemerintah desa (RKPDes) yang mana dalam proses pelaksanaannya melibatkan 
unsur kelembagaan yang ada di pemerintahan desa. Namun berdasarkan fenomena 
yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa masih banyak hambatan dan kendala 
dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Hal tersebut berakibat dalam penerapan prinsip akuntabilitas 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa di pemerintah desa tidak 
berjalan dengan baik. Maka dapat di simpulkan bahwa dalam penerapan prinsip 
akuntabilitas pemerintahan desa di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes masih 
kurang berjalan dengan baik.      
 Besarnya uraian tersebut diatas menunjukan bahwa besarnya tanggung 
jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak diimbangi dengan 
penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintah desa, terutama 





pemerintahan desa, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang 
masih kurang berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas juga dari tingkat 
pemahaman dari seorang pemimpin itu sendiri dan khususnya kepala desa yang 
memiliki wewenang penuh atas pelaksanaan birokrasi di daerahnya tentang arti 
dan tujuan dari good governance. Alhasil, lahirnya good governance dilingkungan 
pemerintahan desa masih jauh dari harapan.      
 Berdasarkan indikasi permasalahan diatas kemudian berdampak negatif 
pada proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan juga 
turut memberikan sumbangsih terhadap penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi dalam penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance pemerintahan 
desa di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes.    
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 
mengajukan judul : PENYELENGGARAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD 
GOVERNANCE PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN WANASARI 
KABUPATEN BREBES                                                                                                                            
I.2. Rumusan Masalah         
 Menurut Hardani dkk Masalah adalah kesenjangan (discrepancy) yakni 
kesenjangan antara apa yang seharusnya (harapan) dan apa yang ada dalam 
kenyataan sekarang (Hardani dkk, 2020:78). Sedangkan Menurut Sugiyono 
Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan 
apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan 





 Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka peneliti mengajukan pokok-
pokok permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah penyelenggaraan prinsip-
prinsip good governance pemerintahan desa di kecamatan wanasari kabupaten 
brebes?”          
I.3. Tujuan Penelitian         
 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah: “Ingin mendeskripsikan penyelenggaraan prinsip-
prinsip good governance pemerintahan desa di kecamatan wanasari kabupaten 
brebes”.  
I.4. Manfaat Penelitian  
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :                                                                           
1. Manfaat Teoritis  
Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan 
dapat menjadi sumber informasi bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan 
penerapan prinsip-prinsip good governance pemerintahan desa.                                           
2. Manfaat Praktis                  
Manfaat praktis penelitian ini antara lain:     
1) Bagi Peneliti, sebagai pengetahuan dan wawasan di bidang 





mengolah data penyusunan skripsi guna memenuhi syarat 
mencapai gelar S1.   
2) Bagi Masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance 
pemerintahan desa. 
3) Bagi Pemerintah Desa kupu, desa keboledan, dan desa klampok 
sebagai tolak ukur mengenai penerapan prinsip-prinsip good 
governance pemerintahan desa di kecamatan wanasari kabupaten 
brebes.  
4) Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan evaluasi dan rekomendasi dalam proses pengembangan 












Tinjaun pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori 
dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi 
pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka 
yang relevan dengan topik masalah yang di angkat untuk memungkinkan pembaca 
meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian.           
II.1. Kerangka Teori         
 Kerangka teori merupakan pola pikir yang digunakan sebagai sumber 
untuk memecahkan masalah. Sebelum melangkah lebih lanjut peneliti akan 
mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian teori. Menurut Sugiyono 
teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, 
definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori 
mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan 
(prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala (Sugiyono,2018:54). 
Menurut Ridwan (dalam Prasetyo,2019:42) landasan teori adalah teori-teori 
relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variable yang akan 
diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah yang diajukan serta penyusunan instrumen penelitian. 





sebagai berikut :                                    
II.1.1. Penelitian Terdahulu       
 Penelitian Terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian 
yang telah dilakukan berkenaan dengan objek permasalahan yang sekiranya 
memiliki hubungan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan.   
 Dalam hal ini penelitian M. Fadlin Jumarlan (2018) dengan judul 
Implementasi prinsip good governance di pemerintahan desa (studi di kantor desa 
ranjok kecamatan gunung sari kabupaten lombok barat). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip Good governance di 
Pemerintahan Desa Ranjok serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya implementasi prinsip Good 
governance di Pemerintahan Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten 
Lombok Barat yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, berorientasi 
konsensus, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, 
proporsionalitas, profesionalitas, serta efektivitas dan efisiensi. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip Good governance di 
Pemerintahan Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat 
yaitu sumberdaya manusia, Sarana dan Prasarana, serta partisipasi masyarakat.    
Sedangkan penelitian berikutnya terkait penelitian judul ini adalah : 
Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan 





dan Akuntabilitas Di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan 
Kabupaten Pesawaran) oleh Indah Yulyanti. Tujuan dari penelitian ini untuk 
menganalisis prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di desa kurungan 
nyawa kecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau uraian atas suatu 
keadaaan sosial tertentu di desa kurungan nyawa melalui prinsip-prinsip good 
governance. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data 
sekunder, data yang dianalisis bersifat kualitatif yakni mengambarkan dan 
menguraikan hasil penelitian kedalam bentuk kalimat secara lengkap, sistematis 
dan dilakukan pembahasan untuk memperoleh suatu pengertian sehingga ditarik 
kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan good 
governance dalam prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di desa 
kurungan nyawa kecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran belum berjalan 
optimal, hal ini diakibatkan karena hambatan sumber daya manusia dan kendala 
kultur masyarakat, walau demikian desa ini memiliki tingkat kekerabatan yang 
kuat, sehingga hal ini menjadi modal bagi jalannya pemerintahan di desa ini. 
II.1.2. Good Governance       
Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian sebagai 
berikut. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, 
dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan 
(nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, 





tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti,2012:6). Sedangkan 
governance yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-
pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengolahan pemerintahan, 
tata-pamong (Josep,2018:52).  
Menurut OECD dan World Bank (dalam Sedarmayanti,2012:7) Good 
Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 
dan bertanggungjawab, yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 
penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, 
baik secara politik maupun administratif, disiplin anggaran serta penciptaan legal 
and political framework.        
 United nations development program (UNDP) (dalam Sedarmayanti, 
2012:2) good governance adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, 
dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial 
politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, 
keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat.     
 Menurut Lalolo Krina good governance merupakan mpembuatan sistem 
baru secara umum untuk membangun keadaan cara kerja, membuat pemerintah 
yang bertanggungjawab, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara untuk 
berperan. Jika hanya mengubah cara kerja pemerintahan atau institusi negara tidak 
ada tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan  (Lalolo Krina,2003:7).  
Menurut UN ESCA dalam (Muhammad,2019:74) Konsep Good 





keputusan diimplementasikan maupun yang tidak diimplementasikan. Fokus dari 
analisis governance UN ESCA adalah aktor yang terlibat dalam pembuatan 
keputusan dan implementasinya baik dari struktur formal maupun informal. Good 
Governance tercipta apabila keseluruan aktor aktif terlibat dalam proses 
pembuatan keputusan dan implementasinya ataupun tidak di implementasikan. 
Konsep mengenai good governance dapat ditemukan juga dalam Peraturan 
Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan 
pegawai negeri sipil (dalam Sedarmayanti,2004:4), yang merumuskan arti dari 
good governance sebagai Kepemerintahan yang mengemban akan dan 
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan 
prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum, dan dapat diterima oleh 
seluruh masyarakat.         
 Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid 
dan betanggungjawab, serta efisiensi dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” 
interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan 
masyarakat (Sedarmayanti,2004:4),.          
II.1.3. Prinsip-Prinsip Good Governance      
 Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-
prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja 
suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah 





a. Prinsip-prinsip Good Governance menurut United nations development 
program (UNDP)         
 Prinsip-prinsip good governance menurut UNDP (dalam 
Sedarmayanti,2004:5) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang 
saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri, yaitu:                          
1. Partisipasi (participation)       
Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan 
memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik 
secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan 
kepentingan dan aspirasinya masing-masing.                                        
2. Aturan hukum (rule of law)     
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, 
ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak 
azasi manusia.          
3. Transparansi       
Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.          
4. Daya tanggap (Responsiveness)       
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani 
berbagai pihak yang berkempentingan (stakeholder).    
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)   
Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai 





yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika 
dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan 
prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.                                                                         
6. Berkeadilan (Equity)      
Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap 
lelaki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan 
memelihara kualitas hidupnya.       
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)   
Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan 
sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan 
yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.   
8. Akuntabilitas        
Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan 
masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada 
publik (masyarakat umum), sebagaimana kepada para pemilik 
(stakeholders).     
9. Visi Strategis (Strategic Vision)      
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka 
panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 
pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk 





b. Prinsip-prinsip Good Governance menurut Sedarmayanti 
 Menurut Sedarmayanti terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat 
memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang 
baik, yaitu:                      
1. Akuntabilitas       
Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku 
penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan 
kebijakan yang ditetapkannya.      
2. Transparansi      
Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, 
baik ditingkat pusat maupun daerah.       
3. Keterbukaan        
Menghendaki terbukannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan 
tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak 
transparan.            
4. Aturan Hukum       
Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan 
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan 
publik yang ditempuh (Sedarmayanti,2004:7).   
c.  Prinsip-prinsip Good Governance menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 
tahun 2000       





dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil (dalam Dita Resti 
Meinditia,2018:17) good governance adalah pemerintahan yang 
mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:                             
1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan 
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat 
dengan biaya yang terjangkau.                                  
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan 
dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.                                      
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah 
dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan 
di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.                                                    
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup 
prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, 
kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan 
disiplin.                                          
5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk 
mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses 
pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik 
secara langsung maupun tidak langsung.                                                                                                                   
6. Efisien dan efektifitas, menjamin terselenggarakannya pelayanan kepada 
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara 





7. Supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat, 
mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa 
pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat.  
d.  Prinsip-prinsip Good Governance menurut menurut Syamsuddin 
Menurut Syamsuddin (2007) ada tiga prinsip utama good governance yang 
harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu: 
1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. 
Pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat 
untuk mendapatkan tiga hal, yaitu: (a) bersuara (voice), (b) akses, dan 
(c) kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan masyarakat.                                                                           
2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh 
seluruh warga masyarakat.                                                  
3. Akuntabilitas (Amanah), artinya setiap langkah dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa 
dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis 
maupun moral, dan sebagainya. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ada tiga prinsip utama good 
governance yang harus diperhatikan yaitu Partisipasi, Transparansi, dan 





dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintah desa bisa 
berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.    
II.1.4. Pengertian Pemerintahan      
 Menurut mustafa (dalam Umar Nain,2017:1), Pemerintahan berasal dari 
kata “perintah”, kemudian ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Kata 
“pemerintah” berasal dari bahasa jawa yaitu “titah” (sabdo, perintah, instruksi). 
Dalam bahasa inggris “pemerintah” ialah “goverment” berasal dari kata govern, 
yaitu merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, 
fungsi, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan 
kehendak rakyat. Pemerintah dalam arti sempit adalah sebagai organ negara 
pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti luas 
adalah seluruh lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai 
organisasi sosial (societal) yang sangat besar dan kompleks, eksekutif, yudikatif, 
dan auditif.           
 Menurut Taliziduhu Ndraha (2015:5-6) Pemerintahan adalah sebuah 
sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan 
tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Tuntutan yang 
diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai 
sovereign, sebagai pelanggan, konsumer, yang tidak berdaya dan sebagainya. 
Sedangkan Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan 





hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan 
menerimanya pada saat diperlukan sesuai tuntutan (harapan) yang diperintah. 
 Menurut Dian Citra Sari dkk (2020:1), pemerintah adalah organisasi atau 
alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan Pemerintahan 
merupakan fungsi dari pemerintah. Pemerintah adalah lembaga negara 
terorganisasi yang menunjukan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya. 
II.1.5. Pengertian Desa        
 Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang 
saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentinagan politik, 
sosial, ekonomi, dan keamanan, yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan 
masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin anatara 
masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai 
hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada 
dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Umar Nain, 2017:20).   
 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
menjelaskan, bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 





Dijelakan juga dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.           
 II.1.6. Pemerintahan Desa              
Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, pasal 1 ayat (6) 
disebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Dengan demikian, dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, 
yaitu: 1) pemerintah desa, dan 2) BPD. 
Dijelaskan juga di dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005, 
bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama 
lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelengaraan 
pemerintahan desa. sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 





Disamping itu, dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014, pasal 1, ayat 
(2) tentang desa menjelaskan, bahwa pemerintahan desa adalah “penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”.   
II.1.7. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
 Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara 
kesatuan, anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam 
pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi.   
Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (3), bahwa yang 
dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 
Kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat 
desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penyelenggara pemerintahan desa 
:       
1. Kepala Desa       
 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa dalam Pe 
nyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait dengan tugas, wewenang, 





Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
menjelaskan sebagai berikut:    
1) Tugas Kepala Desa      
 Terkait dengan tugas Kepala Desa ini, pasal 26, ayat (1) 
Undang-Undang Desa menyebutkan sebagai berikut:   
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa                                                        
2) Wewenang Kepala Desa      
 Terkait dengan wewenang Kepala Desa ini, pasal 26, ayat 
(2) Undang-Undang Desa menyebutkan sebagai berikut: "Dalam 
melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang: 
a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa              
c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa                                            
d) Menetapkan Peraturan Desa                     
e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa   
f) Membina kehidupan masyarakat Desa      
g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa                       
h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 





produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran ma syarakat 
Desa                                     
i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa      
j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa  
k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa   
l) Memanfaatkan teknologi tepat guna                                            
m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif    
n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan        
o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan   
3) Kewajiban Kepala Desa      
 Terkait dengan kewajiban Kepala Desa ini, pasal 26, ayat 
(4) Undang-Undang Desa menyebutkan sebagai berikut: "Dalam 
melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:  
a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 





b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;                                        
c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;    
d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;                                   
e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;                                      
f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas 
dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.                                                           
g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa;                   
h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang 
baik;   
i) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;      
j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi ke 
wenangan Desa;   
k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;                                    
l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;                                          
m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyara kat 
Desa;                              
n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyara katan di 
Desa;          
o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 





p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.     
2. Perangkat Desa      
 Perangkat Desa terdiri dari 1) Sekretaris Desa, 2) Pelaksana 
Kewilayahan, dan 3) Pelaksana Teknis. Sedangkan tugas mereka 
adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh 
Kepala Desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala 
Desa (Solekhan, 2014:78).        
3. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)    
 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan mitra Kepala 
Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah 
anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) 
orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan 
wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. 
Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan 
Bupati/Walikota.         
 Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-





adalah: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat Desa, dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
 Kemudian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD 
mempunyai hak untuk: 1) mengawasi dan meminta keterangan tentang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, 2) 
menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa, dan 3) mendapatkan biaya 
operasional pelaksanan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa. Disisi lain, anggota BPD juga mempunyai 
kewajiban:        
a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;     
b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;                                                 
c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat Desa;         
d) Mendahuluhkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 





e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masya rakat 
Desa, dan           
f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
kemasyarakatan Desa. 
Menurut Permendagri nomor 35 tahun 2007, dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses 
kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan 
kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, 
pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, 
kordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangan. 
Menurut Taliziduhu Ndraha (2015:160) fungsi yang berjalan merupakan 
proses. Rumusan-rumusan manajemen sangat bervariasi dari satu institusi ke 
institusi yang lain, dari satu pakar ke pakar yang lain, disini peneliti mengambil 
pandangan dari seorang ahli bernama George R. Terry (dalam Yayat M. Herujito, 
2001:18) yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen dengan singkatan POAC, 
yaitu: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) 
penggerakan (acuating), 4) pengendalian (controling). 
Menurut George R. Terry (dalam Yayat M. Herujito, 2001:3) mengatakan, 
manajemen adalah suatu proses yang berbeda yang terdiri dari planning, 
organizing, acuating, dan controling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 
ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Dengan kata 





sebagai suatu proses yang tidak dapat terpisah-pisahkan dan sangat erat 
hubungannya. 
Menurut Taliziduhu Ndraha (2015:159) Konsep dasar dari manajemen 
pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya 
menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“doing 
right things”) secara efficient (“doing things right”) dan produktif, melalui fungsi 
dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang 
telah ditetapkan. Unsur-unsur manajemen yang telah ditetapkan oleh lembaga atau 
pejabat adalah : 
1) Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang 
berkompeten 
2) Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output dan outcome 
yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak, 
penggerakan/penggunaan sumber-sumber supaya output dan outcome yang 
dihasilkan dinikmati konsumer sesuai dengan output dan outcome yang 
diharapkan. 
3) Siklus produk awal dari konsumer dan setelah melalui beberapa rute, berakhir 
pada customer. 
Taliziduhu Ndraha (2015:160) melanjutkan bahwa manajemen 
menunjukan fungsi-fungsi yang perlu dijalankan (dioperasikan) terus-menerus dan 





produktivitas. Adapun ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui 
fungsi-fungsi manajemen antara lain : 
1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan 
organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan 
(tujuan konkret dan terukur) organisasi. 
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi 
(implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, 
baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya 
harus diorganisasikan agar siap pakai. 
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk 
menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-
hasil yang sudah ditetapkan. 
4.  Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara 
target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan 
sumber-sumber pemerintahan tersebut. 
Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen 
yaitu rangkaian kegiatan atau aktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan 
secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen secara umum terdiri dari 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau penggunaan sumber-sumber, 






Merupakan kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab 
tindakan-tindakan selanjutnya.  
2) Pengorganisasian  
Merupakan kegiatan membagi pekerjaan diantara anggota kelompok dan 
membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. 
3) Penggerakan 
Merupakan kegiatan menggerakan anggota-anggota kelompok untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing. 
4) Pengendalian  
Merupakan kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-
rencana yang telah ditentukan.  
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan 
pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi proses 
perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian.  
II.2. Definisi Konsep       
 Menurut Azwar (dalam Sri Hernawati:2017:17) Definisi konsep adalah 
suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak 
walaupun secara intuitif masih bisa dipahamai maksudnya. Konsep adalah segala 
macam hal yang dibahas, didefinisikan, dan diukur dalam sebuah penelitian. 
Definisi konsep ini sendiri sangatlah luas dan banyak versi dalam 





 Agar tidak menimbulkan kekaburan pengertian, kiranya perlu ditegaskan 
batasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Adapun 
definisi konsep yang diajukan adalah :   
1. Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang 
solid dan betanggungjawab, serta efisiensi dan efektif, dengan menjaga 
“kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain 
negara, sektor swasta dan masyarakat 
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan 
manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan 
kewenangan desa yang ada, meliputi proses perencanaan, 
pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian.                                                                           
II.3. Pokok-Pokok Penelitian      
 Pokok-pokok penelitian merupakan definisi secara terperinci dari konsep-
konsep yang telah diuraikan diatas. Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi 
petunjuk bagaimana suatu variable yang diteliti itu dapat diukur dengan indikator-
indikatornya.         
 Berdasarkan pengertian pokok-pokok penelitian diatas, peneliti ajukan 
pokok-pokok penelitian dengan indikator, sebagai berikut : 













II.4. Alur Pikir  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan alur pikir yang akan dijelaskan 
melalui kerangka bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penyelenggaraan 
prinsip-prinsip good governance pemerintahan desa di kecamatan Wanasari 
kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan ketiga 

















Uraian kerangka pikir dapat digambarkan secara jelas ke dalam bagan. 
Berikut ini merupakan bagan kerangka pemikiran. 



















Peraturan Pemerintah Nomor  
101 tahun 2000 
Undang-undang Nomor 
23 tahun 2014 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pemerintahan Desa 
di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 











Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 
terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 
dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 
keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 
penelitian itu dilakukan itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga 
terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu 
dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 
mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan 
dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 
(Sugiono, 2018:2)        
 Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah 
yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan 
data dan menganalisi data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 
pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan „bertahap‟ karena 
kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-
langka yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap 





III.1. Jenis dan Tipe Penelitian         
III.1.1. Jenis Penelitian       
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
Metode Kualitatif. Penelitian kualitatif menurut sugiyono mengatakan, “sering 
disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 
kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga metode etnografi, karena pada 
awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 
budaya; disebut metode penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan 
analisisnya lebih bersifat kualitatif”. (Sugiyono,2018:8)    
 Selanjutnya Sugiyono menegaskan bahwa “metode penelitian kualitatif 
adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 
pada generalisasi. (Sugiyono,2018:8)                    
III.1.2. Tipe Penelitian        
 Menurut tingkat eksplanasi (penjelasan), Andi Ibrahim (2018) mengatakan 
bahwa penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut : 
a. Penelitian korelasional (hubungan)     
Penelitian korelasional (dalam Andi Ibrahim, 2018:47) 





terdaapat hubungan antara dua variabel  atau lebih,serta seberapa 
besar korelasi dan yang ada diantara variabel yang diteliti. 
Penelitian korelasional tidak menjawab sebab akibat, tetapi hanya 
menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang 
diteliti.                 
b. Penelitian Komparatif        
Menurut nazir (dalam Andi Ibrahim, 2018:47) penelitian 
komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari 
jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan 
menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya 
suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah suatu 
penelitian yang bersifat membandingkan.                 
c. Penelitian Deskriptif       
Menurut Nazir (dalam Andi Ibrahim, 2018:46) metode 
deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.     
 Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 
deskripsi, gambaran, ataupun lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
antarfenomena yang diselidiki.   





2018:46) menyatakan bahwa metode deksriptif adalah suatu 
metode yang digunakan untuk mengambarkan atau menganalisis 
suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 
kesimpulan yang lebih luas. 
 Berdasarkan ke tiga tipe penelitian diatas, tipe penelitian yang 
digunakan peneliti adalah tipe penelitian deskriptif, artinya peneliti ingin 
mendeskripsikan penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance pemerintahan 
desa di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa berdasarkan ketiga prinsip utama good governance yaitu 
prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas untuk mengukur penerapan prinsip-
prinsip good governance pemerintahan desa di kecamatan Wanasari kabupaten 
Brebes.  
III.2. Lokus Penelitian       
 Tempat penelitian dan lokasi penelitian akan dilakukan pada pemerintahan 
desa di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes.                   
III.3. Jenis dan Sumber Data                        
III.3.1. Jenis Data     
a. Data primer         
 Data primer adalah data dalam suatu penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumbernya dengan melakukan pekukuran, menghitung sendiri 





b. Data sekunder           
 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang 
lain, kantor yang berupa laporan, profil buku pedoman, atau pustaka. (Hardani 
dkk,2020:247)  
III.3.2. Sumber Data       
 Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :                        
1. Informan dalam hal ini adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD), Sekertaris Desa, Kasi Pemerintahan, dan Masyarakat.                                                                      
2. Kantor desa sebagai instansi yang menyediakan data sekunder yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini.          
III.4. Informan Penelitian         
  Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama 
dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif 
tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah 
Sampling Purposive. Menurut Sugiyono (2013:85),”Sampling Purposive adalah 
teknik penentuan sempel dengan pertimbangan tertentu”. 
Informan (narasumber) adalah seseorang yang memiliki informasi 
mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini adalah orang-
orang yang terlibat langsung melalui wawancara yang disebut dengan narasumber. 
Dalam penelitian ini untuk menentukan informan digunakan teknik purposive, 
yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar 





Sampling purposive adalah teknik pengambilan sempel sumber data 
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 
yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 
sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi 
sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018:219). 
Peneliti beralasan menggunakan Sampling purposive yaitu untuk 
mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan 
mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai 
suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari Sampling 
purposive tersebut yang digunakan untuk penelitian itu guna mempermudah 
pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini 




No Jabatan Jumlah 
1 Kepala Desa 3 
2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 3 
3 Sekertaris Desa 3 
4 Kasi Pemerintahan  3 
5 Masyarakat 3 
Jumlah Total 15 
 
III.5. Teknik Pengumpulan Data      
 Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 
penelitian karena tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa 





yang memenuhi standar data yang ditetapkan.     
 Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 
menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 
data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila 
dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan 
data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), 
dokumentasi dan gabungan keempatnya.      
 Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 
setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 
lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara 
mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. (Hardani dkk, 2020:120). 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah:                         
1. Obervasi        
Obervasi menurut Hardani dkk (2020:125), adalah suatu teknik 
atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek 
penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi 
langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) 
terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan 





situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak 
langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala 
subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaannya 
dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam 
situasi buatan.  
2. Wawancara        
Wawanca menurut Hardani dkk (2020:137), ialah tanya jawab lisan 
antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
itu. 
3. Studi Kepustakaan  
 Studi kepustakaan menurut Sugiyono (2018:291), berkaitan dengan 
kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, 
dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu 
studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini 
dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. 
Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang 
akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, 
jurnal, artikel, penelitian terdahulu.   





Dokumentasi menurut Hardani dkk (2020:149), berasal dari kata 
dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi 
berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah 
ada. Metode ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan metode 
pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulkan data dengan 
dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen. 
III.6. Teknik Analisis Data        
 Menurut Susan Stainback (dalam sugiyono, 2018:244) mengatakan bahwa 
“data analysis is critical to the qualitative research process. It is to recognition, 
study and understanding of interrelationship and concept in your data that 
hypotheses and assertions can be developed and evaluated”. Analisis data 
merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisi digunakan 
untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat 
dikembangkan dan dievaluasi.     
 Sedangkan menurut Mathew B. Miles, psikologi perkembangan dan 
Michael Huberman ahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland 
(dalam Hardani dkk, 2020:163), mengatakan bahwa analisis kualitatif, data yang 
muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah 
dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan 





kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang 
diperluas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data penelitian adalah : 
1. Data Reduction (Reduksi Data)     
Menurut Sugiyono yang mengatakan bahwa “data yang diperoleh 
dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat 
secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama 
peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 
kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data 
melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 
dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik 
seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 
tertentu” (Sugiyono, 2018:247).               
2. Data display (penyajian data)      
Menurut Sugiyono yang mengatakan bahwa “dalam penelitian 
kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 
bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal 
ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frequent from 





narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 
dalam penelitian kualitatif adalah dengan text yang bersifat naratif”. 
(Sugiyono, 2018:249).       
3. Conclusion Drawing/Verification                                              
 Menurut Sugiyono yang mengatakan bahwa “Langkah ketiga 
dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid 
dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 











Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan alat analisis 
model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Hardani 
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DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
 
Deskripsi wilayah penelitian merupakan gambaran secara umum tentang 
daerah tempat penelitian tersebut berlangsung. Uraian tentang daerah penelitian 
penting untuk memberi gambaran secara umum, baik mengenai potensi maupun 
masalah secara umum yang ada di daerah penelitian. Lokasi penelitian ini diambil 
pada kantor Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.  
IV.1.  Letak Geografis  
 Kecamatan Wanasari adalah sebuah kecamatan di kabupaten Brebes 
Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Wanasari merupakan salah satu 
Kecamatan yang dilalui oleh jalur Pantura yang terletak di sebelah Tenggara 
Ibukota kabupaten Brebes dengan pusat pemerintahannya bertempat di desa 
klampok. Secara geografis Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes memiliki luas 
wilayah seluas 75,34 km
2
 yang sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan 
pertanian. Kecamatan Wanasari memiliki 20 desa dengan Kantor Kecamatan 
Wanasari terletak di Wanasari No.70, Canting, Klampok, Kec. Wanasari, 
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (52252). Kecamatan Wanasari Kabupaten 
Brebes memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 
 Sebelah Utara  : Laut utara jawa 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Larangan 





 Sebelah Timur : Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Brebes 
Gambar : IV.01 













Sumber : wikipedia.com 
IV.2. Kondisi Demografi  
 Kondisi demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait 
kependudukan warga masyarakat yang ada di tempat tersebut dengan tujuan 
mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan pendudukan 
dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, menjelaskan pertumbuhan 
penduduk di masa lampau, penurununannya dan persebarannya dengan sebaik-





penduduk dimasayang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan 
konsekuensinya. Kondisi demografi ini meliputi jumlah penduduk menurut umur, 
jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut pendidikan 
akhir, dan jumlah menurut agama. Berikut ini data jumlah penduduk di 
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.  
Tabel IV.01 
Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Wanasari  
Kabupaten Brebes tahun 2019  
 
NO Kel. Umur  Laki – laki  Perempuan  Jumlah  
1 2 3 4 
1. 04 – 05 6.868 6.353 13.221 
2. 05 – 09 7.155 6.775 13.930 
3. 10-14 6.310 5.849 12.159 
4. 15-19 4.751 4.850 9.601 
5.  20-24 6.775 6.513 13.288 
6.  25-29 7.295 6.932 14.227 
7. 30-34 7.398 7.009 14.407 
8. 35-39 7.622 7.133 14.755 
9. 40-44 6.421 6.108 12.529 
10. 45-49 5.088 4.745 9.833 
11. 50-54 4.136 4.103 8.239 
12. 55-59 3.437 3.697 7.134 
13. 60-64 2.748 2.636 5.354 
14.  65-69 2.154 1.964 4.118 
15. 70-74 1.125 996 2.120 
16. 75+ 1.160 990 2.150 
           Sumber : data Kecamatan Wanasari dalam angka  
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, penduduk paling banyak di wilayah 
kecamatan wanasari pada tahun 2019 terletak pada usia 35-39 dengan jumlah 








Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per Desa di Kecamatan Wanasari  
Kabupaten Brebes tahun 2019  
 
NO Desa Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan  
1. Tegalgandu 3,527 3,395 6,922 
2. Jagalempeni 5,068 4,995 10,063 
3. Glonggong 2,661 2,515 5,176 
4. Sisalam 1,681 1,598 3,267 
5. Lengkong 2,015 1,981 3,996 
6. Tanjungsari 2,917 2,837 5,754 
7. Siwungkuk 1,801 1,782 3,583 
8. Dukuhwringin 2,880 2,768 5,648 
9. Sigentong 4,515 4,376 8,891 
10. Sidamulya 3,056 2,904 5,960 
11. Wanasari 2,871 2,745 5,616 
12. Siasem 5,756 5,424 11,180 
13. Klampok 8,243 7,933 16,176 
14. Pebatan 3,109 2,958 6,067 
15. Pesantunan 8,267 7,751 16,018 
16. Keboledan 4,008 3,743 7,751 
17. Kupu 4,598 4,332 8,930 
18. Dumeling 4,559 4,343 8,902 
19. Kertabesuki 2,843 2,577 5,420 
20. Sawojajar 6,068 5,708 11,776 
Jumlah 80,443 76,653 157,096 
Sumber : data Kecamatan Wanasari dalam angka 
 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan warga 
masyarakat di wilayah kecamatan wanasari menurut jenis kelamin per desa pada 
tahun 2019 berjumlah 157,096 jiwa. Terdiri dari laki-laki berjumlah 80,443 jiwa 
dan perempuan berjumlah 76,653 jiwa, dengan masyarakat terbanyak di desa 
Klampok dengan jumlah 16,176 jiwa dan paling sedikit di desa Sisalam dengan 







Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir di Kecamatan Wanasari  
Kabupaten Brebes tahun 2019  
 
No Jenjang Pendidikan Jumlah 
1. Tidak sekolah 33.000 
2. Belum taman SD 16.446 
3. Tamat SD 66.127 
4. Tamat SMP 22.682 
5. Tamat SMA 15.179 
6. Diploma I/II 368 
7. Diploma III/Sarjana Muda 911 
8. Diploma IV/Strata I+ 2.383 
Jumlah Total 157.096 
Sumber : data Kecamatan Wanasari dalam angka 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, penduduk menurut pendidikan akhir 
paling banyak di wilayah kecamatan wanasari pada tahun 2019 berjumlah 157.096 
jiwa. Paling banyak di wilayah kecamatan wanasari pada tahun  2019 masyarakat 
dengan jenjang pendidikan akhir tamat SD sebanyak 66.127 jiwa dan paling 















Jumlah penganut agama per Desa di Kecamatan Wanasari  
Kabupaten Brebes tahun 2019  
 
Desa  Penganut Agama 
Islam  Katolik  Protestan  Hindu  Budha  Konghuchu  Aliran 
kepercayaan 
Tegalgandu 3.525 - - - - 3 - 
Jagalempeni 5.068 - 1 - - 1 - 
Glonggong 2.661 - - - - - - 
Sisalam 1.681 - - - - - - 
Lengkong 2.014 - - - - 1 - 
Tanjungsari 2.910 4 5 - - 2 - 
Siwungkuk 1.801 - - - - - - 
Dukuhwringin 2.880 - 1 - - - - 
Sigentong 4.509 - 1 - - - 5 
Sidamulya 3.056 - 1 - - - - 
Wanasari 2.871 1 - - - - 2 
Siasem 5.755 - 2 - - - - 
Klampok 8.171 35 93 - 15 - - 
Pebatan 3.106 - 8 - - - - 
Pesantunan 8.249 12 14 - - 2 - 
Keboledan 4.007 - - - - - 1 
Kupu 4.597 - 1 - - - - 
Dumeling 4.559 - - - - - - 
Kertabesuki 2.843 - - - - - - 
Sawojajar 6.068 - - 1 - 1 - 
Jumlah 80.331 52 127 1 15 10 8 
Sumber : data Kecamatan Wanasari dalam angka  
 
 Dengan melihat pada data diatas menunjukan bahwa sebagian besar 
masyarakat di wilayah kecamatan wanasari menganut agama islam dengan jumlah 
keseluruhan mencapai 80.331 orang. Dan jumlah paling sedikit masyarakat lebih 
menganut pada agama Hindu dengan jumlah 1 orang saja yang terdiri dari warga 







IV.3. Kondisi Pemerintahan 
 Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam melaksanakan tugas-
tugasnya dia juga dibantu oleh perangkat-perangkat lainnya. Saat ini kecamatan 
wanasari dipimpim oleh Nuruddin, SH dengan sekertaris camat Arif Rakhmawan, 
SH, M.Si. Dengan Visi dan Misi Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, yaitu : 
a. Visi 
Terwujudnya pelayanan yang prima, transparan, efektif dan efisien di 
Kecamatan Wanasari 
b. Misi 
a. Mewujudkan kualitas pegawai kecamatan wanasari yang siap dalam 
segala hal pelayanan, ramah, dan berdisiplin tinggi. 
b. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan untuk 
mencapai hasil yang lebih berkualitas. 
c. Menggunakan fasilitas kerja yang tepat guna untuk tercapainya kualitas 
pelayanan yang optimal. 
d. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, instansi dan 
masyarakat. 
e. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman untuk 
kepuasaan semua pihak. 
f. Mewujudkan desa di Kecamatan Wanasari sebagai pusat pertumbuhan 





Menurut peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa 
kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten 
atau kota. Dengan demikian seorang camat memiliki kedudukan dan bertanggung 
jawab kepada Bupati atau Wali kota melalui Sekretaris Daerah atau bisa dikatakan 
bahwa organisasi kecamatan berfungsi serta bertanggung jawab untuk membantu 
tugas-tugas Bupati dalam mengoptimalkan berbagai kegiatan pemerintah, 
pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang berada di lingkup wilayah 
kecamatan. 
 Dalam organisasi kecamatan juga memiliki gambar struktur mengenai 
bagian-bagian kecamatan yang bisa dilihat di gambar struktur agar mudah untuk 
diingat dan agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada di dalam tata 
kecamatan, sehingga mampu memberikan infomasi bagi masyarakat itu sendiri. 
 Struktur organisasi juga penting bagi aparatur, karena dengan adanya 
tatanan jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para aparatur dalam 
bekerja dan mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat. 
 Struktur organisasi dalam sebuah organisasi juga dimaksudkan untuk 
merumuskan tugas dan fungsi yang terbagi dalam unit-unit bagian atau divisi agar 
meminimalisir terjadinya masalah dalam setiap unit atau divisi. Dalam struktur 
organisasi juga terdapat span of control (rentang pengendalian) para pemimpin 





 Pentingnya struktur organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik 
antar unit atau masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah aparatur dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya. 
Skema IV.02 
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Kecamatan dipimpin oleh seorang camat merupakan perangkat daerah 
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, 
berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. 
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan 
oleh bupati untuk menanggani sebagian urusan otonomi daerah di bidang 
Pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat dalam kerja kecamatan. 
Untuk melaksanakan sebagian tugas diatas, camat mempunyai fungsi : 
Tugas Camat dalam mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat meliputi : 
a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan 
kecamatan; 
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program 
kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 
kecamatan; 
c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja 
perintah maupun swasta; 
d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat 





e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah 
kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja 
perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan 
masyarakat. 
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum : 
a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah 
kecamatan; 
b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah 
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum 
masyarakat di wilayah kecamatan; 
c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban 
kepada Bupati. 
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda 
dan Peraturan Bupati meliputi: 
a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang 






b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang 
tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 
c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan dan/atau di wilayah kecamatan kepada Bupati. 
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan 
sarana pelayanan umum meliputi: 
a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau 
instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah 
kecamatan kepada Bupati; 
c. Melakukan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati; 
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan 
yang dialkukan oleh Perangkat Daerah meliputi: 
a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan 
instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan 
kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang 





c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat kecamatan; dan 
d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan keada Bupati. 
Uraian tugas dari masing-masing pejabat struktural di lingkungan 
kecamatan wanasari adalah sebagai berikut : 
1. Camat, mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; 
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum; 
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 
Bupati; 
e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan 
umum; 
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 
dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan; 
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau 
kelurahan; 
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan 





i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
2. Sekertaris kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan 
pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-
tugas seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi yang 
meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan serta umum dan 
kepegawaian. 
Sekretariat Kecamatan membawahkan : 
1. Subbagian Perencanaan Evaluasi, Pelaporan dan Umum. 
Subbagian Perencanaan Evaluasi, Pelaporan dan Umum 
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian 
administrasi di bidang perencanaan dan umum, yang meliputi 
koordinasi, penyusunan program, pengelolaan system 
informasi, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, rumah 
tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan. 
2. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian 
Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang 





keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, pengelolaan 
administrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, 
hubungan masyarakat serta organisasi dan tatalaksana di 
lingkungan Kecamatan. 
3. Seksi Tata Pemerintahan 
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perencanaan dan program kerja, pelayanan administrasi dan teknis, 
pembinaan dan bimbingan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang pemerintahan umum, Desa/Kelurahan dan kependudukan, 
meliputi: 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja 
bidang pemerintahan umum, Desa dan/Kelurahan serta 
kependudukan. 
b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/Kelurahan 
serta kependudukan. 
c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi 
dan teknis dibidang pemerintahan umum, Desa dan/Kelurahan 
serta kependudukan. 
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di 






e. menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang 
pemerintahan umum, Desa dan/Kelurahan serta kependudukan 
f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang pemerintahan umum, Desa dan/Kelurahan serta 
kependudukan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 
4. Seksi Kesejahteraan Sosial 
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan 
penyiSHan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta 
pembinaan dan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, 
prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi: 
a. Merumuskan konsep program kerja seksi kesejahteraan sosial 
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud 
sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
d. Melakukan penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan 





kesehatan, pendidikan,  pemberdayaan perempuan dan 
keolahragaan; 
e. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang kesejahteraan 
sosial dan merumuskan pedoman pemecahannya; 
f. Melakukan kegiatan pemberian rekomendasi/perijinan 
dibidangnya sesuai tugas pokok; 
g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
penanganan bantuan sosial dan korban bencana alam; 
h. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta 
pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, 
yang meliputi: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di 
bidang ketentraman dan ketertiban umum. 
b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum. 
c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi 





d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan 
bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. 
e. menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum bidang 
ketentraman dan ketertiban umum. 
f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan 
pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas 
melakukann penrsiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, 
kebudayaan, organisasi masyarakat yang meliputi: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda 
danperanan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, 
organisasi masyarakat. 
b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda 






c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi 
dan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, 
pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, 
kebudayaan, organisasi masyarakat. 
d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan 
bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, 
pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, 
kebudayaan, organisasi masyarakat. 
e. menyiapkan bahan perijinan dan pelayanan umum di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan 
wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi 
masyarakat. 
f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan 
peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi 
masyarakat. 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan 





dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
8. Kelurahan 
Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam: 
a. Melaskanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. 
b. Melakukan pemberdayaan masyarakat. 
c. Melaskanakan pelayanan masyarakat. 
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum. 
e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 
umum. 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 















IV.4. Kondisi Sosial Ekonomi  
Tabel IV.05 
Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Wanasari 
 tahun 2018 
 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 2 
1. Pertanian 20.333 
2. Pengalian  - 
3. Industri  34 
4. Listrik, Gas, dan Air - 
5. Konstruksi  101 
6. Perdagangan  429 
7. Penyd makanan dan minuman - 
8. Transportasi  426 
9. Informasi & Komunikasi  - 
10. Keuangan & Asuransi - 
11. Jasa Pendidikan 492 
12. Jasa Kesehatan 54 
13. Jasa Pemerintahan 923 
14.  Lainnya  24.363 
Jumlah Total 47.155 
                        Sumber : data Kecamatan Wanasari dalam angka  
 
 Bisa dilihat dari tabel diatas bahwa wilayah kecamatan wanasari memiliki 
beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat guna memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Jika dilihat dari tabel diatas yang paling dominan yaitu 
masyarakat dengan bermata pencaharian sebagai Pertanian dengan jumlah total 
mencapai 20.333 dan yang paling sedikit bermata pencaharian Industri dengan 









Banyaknya sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Wanasari  
Kabupaten Brebes tahun 2019 
 
No Uraian Jumlah 
1 2 
1. Kelompok pertokoan 6 
2. Pasar dengan bangunan 
permanen 
1 
3. Pasar dengan bangunan semi 
permanen 
2 
4. Pasar tanpa bangunan 1 
5. Minimarket/Swalayan 16 
6. Toko/Warung Klontong 680 
7. Restoran/Rumah Makan 4 
8. Warung/Kedai Makanan 225 
9. Hotel - 
10. Hostel/Motel/Losmen/Wisma - 
                          Sumber : data Kecamatan Wanasari dalam angka  
 
Tabel diatas menunjukan bahwa sarana dan prasarana dalam menunjang 
perekonomian di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sudah terbilang cukup 
baik karena sudah ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah tersedia. 
IV.5. Kondisi Sosial Budaya 
 Masyarakat di sekitar Kecamatan Wanasari memiliki kebudayaan yang 
berasal dari kebudayaan jawa. Kebudayaan masyarakat wanasari dan sekitarnya 
berbeda dari akar budaya-budaya yang berasal dari keraton-keraton jawa seperti 
Surakarta dan Yogyakarta. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi akibat asimilasi 
budaya serta faktor perkembangan zaman yang terjadi. Seperti penggunaan bahasa 
jawa, untuk wilayah keraton masih sangat ketat menggunakan tata krama 
berbahasa jawa. Karenannya, di wilayah keraton dan sekitarnya. Masih ada bahasa 





Sementara khususnya di kecamatan Wanasari dan kabupaten Brebes pada 
umumnya. Daerah pantura penggunan jawa kromo sudah hampir tidak digunakan 
khususnya di kalangan masyarakat pantura. Namun, bukan berarti tradisi itu 
hilang sama sekali, sebagian masih tetap dipertahankan dengan baik. Masyarakat 
Wanasari pada saat ini lebih sering menggunakan bahasa Jawa Brebesan, bahasa 
Jawa dialek Brebes.    
Secara umum, budaya yang ada di kecamatan Wanasari tidak banyak 
berbeda dengan kebudayaan Jawa di kabupaten Brebes secara keseluruhan. 
Bahkan, sebagai sebagian dari Indonesia, budaya yang ada di kecamatan wanasari 
kabupaten Brebes semakin memperkaya khasanah budaya yang ada. Kalau bangsa 
Indonesia secara umum dikenal dengan budaya gotong royong, maka di 
kecamatan wanasari kabupaten Brebes budaya gotong royong juga menjadi 
budaya sehari-hari. Secara khusus, ada beberapat budaya yang terkait dengan 
budaya gotong royong yang ada di kecamatan wanasari kabupaten Brebes, antara 
lain : 
1. Keringen  
Keringen berarti kerja bhakti bersama seluruh masyarakat di suatu 
wilayah dalam bahasa Indonesia, keringen ini dilakukan khusunya pada 
masyarakat Wanasari dan di kabupaten Brebes pada umumnya yang 
dilakukan pada saat hari-hari tertentu saat dirasa perlu. Seperti keringen 





lingkungan rumah. Istilah keringen ini sudah jarang di gunakan, 
masyarakat sekarang lebih menganlnya dengan istirah gotong royong. 
2. Sambatan  
Sambatan, secara umum berarti gotong royong diantara sesama 
warga. Istilah sambatan lebih mengarah ke istilah tolong menolong 
diantara sesama warga. Ketika ada seorang warga yang mempuyai 
pekerjaan atau pun hajatan, biasanya pemilik pekerjaan atau hajatan itu 
akan meminta sambatan kepada tetangga-tetangga terdekatnya. 
3. Sinoman  
Sinoman atau senoman juga merupakan salah satu bentuk gotong 
royong yang hingga saat ini masih menjadi budaya masyarakat di 
masyarakat Wanasari kabupaten Brebes pada umumnya. Arti sinoman 
dalam bahasa indonesia adalah membantu orang yang sedang punya 
hajat. Baik hajatan penganten ataupun hajatan sunatan. 
4. Telitian  
Merupakan salah satu bentuk gotong royong yang ada di 
kecamatan Wanasari kabupaten Brebes dalam bentuk bantuan materi 
atau harta, telitian dilakukan ketika seseorang warga memiliki hajatan 
atau sedang membangun rumah. Bantuan dalam bentuk materi atau harta 
ini sering di sebut telitian atau ada juga yang menyebutnya sebagai 






5. Tilik  
Tilik dalam bahasa Indonesia berarti menjenguk atau menengok 
warga kepada warga yang lain. Kebudayaan yang ada di masyarakat 
kecamatan Wanasari kabupaten Brebes yang hingga kini masih sangat 
kuat adalah budaya tilik. Tujuan dari budaya tilik adalah menyambung 
tali silaturahmi, anatara saudara, teman, dan tetangga. Budaya tilik ini, 
biasanya dilakukan pada saat ada warga yang melahirkan, istilahnya tilik 
bayi. Jika ada warga yang sakit, maka istilahnya tilik orang sakit. 
Temasuk jika ada orang yang mau berangkat haji atau sepulang haji, 
juga ada istilah tilik haji.  
Adat istiadat yang ada di sekitar masyarakat kecamatan Wanasari 
kabupaten Brebes, tidak lepas dari budaya dan tradisi yang sudah melekat dalam 
keseharian masyarakatnya. Adat istiadat itu, selalu dijiwai dengan semangat 
kegotongroyongan, kebersamaan, dan silaturahmi. Beberapa kegiatan adat istiadat 
yang ada di masyarakat yang hingga kini masih di lestarikan seperti sedekah 
bumi, sedekah laut, bada kupat atau halal bihalal, khaul, puputan rumah dan adat 
istiadat lainnya.  
Kesenian merupakan salah satu bagian dari unsur kebudayaan dan tradisi 
yang berkembang dimasyarakat. Kesenian menjadi sesuatu yang melekat dan tak 
terpisahkan dari suatu kebudayaan. Dimana ada kebudayaan, di situ ada kesenian. 





budaya dan juga terdapat berbagai kesenian yang di kembangkan masyarakatnya, 
antara lain : 
1. Burok  
Burok ini merupakan tradisi yang berkembang di wilayah pantura 
jawa, termasuk di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes. Dimana 
dalam sejarahnya, burok ini merupakan tradisi yang dikembangkan oleh 
Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama islam, sama halnya seperti 
wayang kulit ataupun wayang golek. Kesenian burok biasanya 
ditampilkan saat ada anak yang dikhitan. Anak yang dikhitan itu nanti 
dinaikan di atas burok dan kemudian diajak keliling kampung. Selain itu 
ada momen-momen tertentu saat burok menjadi alat untuk membantu 
syiar islam. 
2. Kuda Lumping 
Kuda lumping merupakan tarian yang menggunakan alat bantu 
berupa kuda yang terbuat dari lumping (kulit hewan) atau sejenisnya. 
Kuda lumping ini, selain yang hanya berupa tari-tarian, ada juga yang 
dicampur dengan budaya mistis. Dimana pemain dengan dibantu seorag 
pawang, akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti makan 
pecahan kaca dan paku, makan padi yang masih ada kulitnya, mengupas 
kelapa menggunakan mulut, dan atraksi-atraksi lainnya. Kuda lumping 
ini juga di iringi dengan musik tradisional sehingga suasana menjadi 





barongan dan orang yang memainkannya akan membuka mulutnya 
dengan lenbar, istilahnya caplok. 
3. Sintren 
Sintren adalah salah satu kesenian yang berbau magis, dimana 
kesenian yang dibawakan oleh seoramg remaja putri itu akan ada 
banyak peristiwa yang tidak masuk akal bagi orang biasa. Pada saatawal 
pertunjukan seorang remaja putri hanya orang biasa, pawang akan 
menyediakan baju dan alat-alat rias dan remaja putri yang siap menjadi 
sintren itu dimasukan ke dalam kurungan. Dalam waktu singkat remaja 
putri tadi berubah menjadi cantik setelah masuk ke dalam kurungan. 
Namun, setiap ada orang yang memberikan uang atau sawer yang 
dilempar justru sintren yang sedang menari tadi akan langsung pingsan.  
Sehingga, pawang harus selalu dekat dengan penari sintren tersebut, 
supaya ketika di sawer tidak jatuh dan terluka. Pertunjukan ini selalu 
menyedot banyak penonton ketika diaadakan, akan tetapi kesenian ini 
sudah jarang ditunjukan dan hanya  momen-momen tertentu saja mereka 
tampil. 
4. Kuntulan 
Kuntulan adalah salah satu atraksi dan tari-tarian yang dilakukan 
oleh perserta perguruan silat. Mereka akan menampilkan jurus-jurus 
tertentu, dengan gerakan serempak yang dilakukan oleh beberapa orang. 





yang sudah dimiliki peserta selama berlatih silat. Biasanya kuntulan 
dilakukan oleh para santri atau perguruan silat. Kuntulan  ini merupakan 
salah satu tradisi masyarakat pantura, termasuk di kecamatan Wanasari 
kabupaten Brebes.  
IV.6. Kondisi Transportasi   
Tabel IV.07 
Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Jenisnya di Kecamatan Wanasari  
Kabupaten Brebes tahun 2019 
 









Sepeda Becak Andong 
1. Tegalgandu 2 6 - 1.684 1.423 8 - 
2. Jagalempeni 2 48 - 3.022 2.022 - - 
3. Glonggong 1 12 - 1.621 1.024 6 - 
4. Sisalam 1 7 - 1.028 764 6 - 
5. Lengkong - 10 - 1.812 1.231 13 1 
6. Tanjungsari - 11 6 2.130 1.422 3 - 
7. Siwungkuk - 7 1 2.620 510 - - 
8. Dukuhwringin - 22 - 3.500 1.963 - - 
9. Sigentong - 10 - 2.012 1.624 - - 
10. Sidamulya 1 9 1 2.300 1.222 5 - 
11. Wanasari - 12 - 2.137 1.057 - - 
12. Siasem 3 18 - 3.052 2.021 37 - 
13. Klampok 8 35 - 4.244 2.651 18 3 
14. Pebatan 5 15 3 2.303 1.003 8 - 
15. Pesantunan 3 15 13 3.107 2.469 - - 
16. Keboledan 2 14 2 1.823 1.226 - - 
17. Kupu - 19 - 2.132 1.336 - - 
18. Dumeling 1 5 1 2.638 2.421 - - 
19. Kertabesuki 1 4 2 2.130 1.354 6 5 
20. Sawojajar 9 20 5 3.106 2.025 - 5 
Jumlah 39 301 34 48.401 30.768 110 14 
Sumber : data Kecamatan Wanasari dalam angka 
 
Tabel diatas menunjukan bahwa data jumlah kendaraan bermotor menurut 





kendaraan terbanyak di Kecamatan Wanasari yaitu Sepeda Motor dengan jumlah 
48.401 unit dan yang paling sedikit yaitu Andong dengan jumlah 14 unit.  
IV.7. Kondisi Kesehatan  
 Tabel IV.08 
Banyaknya sarana kesehatan di Kecamatan Wanasari  
Kabupaten Brebes tahun 2019 
 
No Desa  Rumah 
Sakit 
Rs. Bersalin Poliklinik Pukesmas  
     
1. Tegalgandu - - - - 
2. Jagalempeni - - - 1 
3. Glonggong - - - - 
4. Sisalam - - 1 - 
5. Lengkong - - - - 
6. Tanjungsari - - - - 
7. Siwungkuk - - - - 
8. Dukuhwringin - - - - 
9. Sigentong - - - - 
10. Sidamulya - - - 1 
11. Wanasari - - - - 
12. Siasem - - 1 - 
13. Klampok - - 3 1 
14. Pebatan - - - - 
15. Pesantunan 1 - 1 - 
16. Keboledan - - - - 
17. Kupu - - - - 
18. Dumeling - - - - 
19. Kertabesuki - - - - 
20. Sawojajar - - - - 
Jumlah 1 - 6 3 
     Sumber : data Kecamatan Wanasari dalam angka  
 Tabel diatas menunjukan bahwa data banyaknya sarana kesehatan di 
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2019 yang keseluruan berjumlah 1 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul 
penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance pemerintahan desa di 
kecamatan wanasari kabupaten brebes. Peneliti memilih informan tidak pada 
besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan dengan memilih orang-orang 
yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar 
tingkat kepercayaan dan validasi dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi 
pembaca. 
 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan 
prinsip-prinsip good governance pemerintahan desa di kecamatan wanasari 
kabupaten brebes. 
 Pokok-pokok penelitian mengenai penyelenggaraan prinsip-prinsip good 
governance pemerintahan desa di kecamatan wanasari kabupaten brebes adalah 
sebagai berikut : 













Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance 
pemerintahan desa di kecamatan wanasari kabupaten brebes. 
Adapun informan mencakup : 
a. Kepala desa 
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
c. Sekertaris Desa 
d. Kasi Pemerintahan 
e. Masyarakat  
V.1. Hasil Penelitian 
Penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance pemerintahan desa 
di desa Kupu kecamatan Wanasari kabupaten Brebes; 
1. Good governance dengan indikator, sebagai berikut : 
a. Partisipasi 
Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. 





untuk mendapatkan tiga hal, yaitu: (a) bersuara (voice), (b) akses, dan 
(c) kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan masyarakat. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah di pemerintahan desa tersedia 
forum partisipasi yang berguna sebagai wahana dalam 
menampung aspirasi masyarakat? 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Ada forum partisipasi untuk menampung aspirasi 
masyarakat. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Nang pemerintahan desa ana, forum partisipasi sing 
gunane ngo menampung aspirasi masyarakat. 
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
Kalau di pemerintah desa ada berbagai lembaga yang 
berguna sebagai forum menampung aspirasi masyarakat, tapi 
selama itu lembaga itu kurang maksimal. Contoh di dalam 
kepemudaan ada wadah yang namanya karangtaruna tapi 
dibentuk awal berjalan tapi hanya selama tiga bulan seterusnya 
mati suri dan sampai sekarang pun tidak ada kegiatan sama sekali 
dan lembaga yang sudah ada pun kadang kurang kegiatan.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
telah tersedia forum partisipasi yang berguna sebagai wahana 





ada di pemerintahan desa kurang maksimal hal itu disebabkan 
karena lembaga yang sudah ada kurang atau tidak adanya 
kegiatan. 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja jenis forum yang ada di 
pemerintah desa? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
 Jenis forum di desa itu, ada karang taruna sebagai unsur 
pemuda desa kupu. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
 Ana bangsane karangtaruna, BPD, tuli Lpm kue forum sing 
bisa mewakili masyarakat kanggo menampung aspirasi. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
tersedia lembaga-lembaga seperti karangtaruna, BPD, lpm, dan 
lain sebagainya 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah tingkat partisipasi 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Kalau untuk partisipasi masyarakat kepada pemerintahan 





gebrakannya seperti apa, ya agak kurang lah untuk partisipasi 
masyarakat maupun kepemudaan untuk kepemerintahan desa itu 
agak berkurang.  
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Untuk partisipasi mayarakat terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dari 
unsur rt/rw dan masyarakat memang partisipatif ya cuman agak 
kurang terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa. 
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
Kalau dari sejak dulu untuk masyarakat desa ini, ketika 
ada kegiatan atau pembangunan itu acuh dan tidak ikut 
berpartisipasi. Kebanyakan masyarakat walaupun di dorong 
sekalipun akan tetap tidak akan ikut berpartisipasi dan pada 
akhirnya yang gerak hanya pemerintah desa saja kebanyakan 
masyarakat tidak mau tahu tentang pembangunan desa. Tapi 
kalau ada apa-apa menyalahkan pemerintah desa biasanya begitu 
masyarakat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Di pemerintahan desa 
kupu tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa masih kurang karena 
kebanyakan masyarakat bersikap acuh dan masyarakat 
menginginkan sistemnya instant. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah bentuk kemudahan 





masyarakat atas suatu keputusan yang telah diputuskan dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
 Sawise di musrembangna  ngo  hasile  kue sing anggaran 
garo pembangunannya di sosialisasina eben masyarakat ngarti. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
 Disini pemerintah desa kalau ada keputusan lewat media 
sosial dan disitukan ada forum untuk desa kupu walaupun itu 
bukan resmi yang mengeluarkan desa dan ada papan 
pengumuman. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut bentuk kemudahan dan 
akses informasi yang dilakukan pemerintah desa kepada 
masyarakat adalah dengan memberikan informasi mengenai suatu 
keputusan melalui sosialisasi dan media sosial. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah setiap warga masyarakat 
diberi hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan atas 
suatu keputusan yang telah diputuskan dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Betul nemen, sing pasti pemerintah desa nagin kabeh 






Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Masyarakat di beri hak untuk melakukan pengawasan itu 
bisa disampakan kepada BPD apabila ada kebijakan-kebijakan 
pemerintah yang menyeleweng dari rap atau apbdes. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Ya, warga masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk 
melakukan pengawasan atas suatu keputusan 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
setiap warga masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk 
melakukan pengawasan atas suatu keputusan yang telah 
diputuskan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
 
Berdasarkan 5 hasil wawancara dengan informan diatas mengenai 
indikator partisipasi, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 
desa di pemerintahan desa kupu telah tersedia forum partisipasi, lembaga-lembaga 
di desa, memberikan kemudahan dan akses informasi kepada masyarakat, dan 
pemerintahan desa setiap warga masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk 
melakukan pengawasan atas suatu keputusan yang telah diputuskan akan tetapi 
tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa masih kurang karena kebanyakan masyarakat bersikap acuh 






Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh 
seluruh warga masyarakat. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara yang dilakukan 
pemerintah desa untuk meningkatkan atau menambahkan 
informasi-informasi terbaru mengenai keadaan desa terkait proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?  
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
 Ya itukan dengan sarana online dan dari rt/rw karena dari 
pemerintah desa sudah membentuk grup rt/rw jadi suatu saat ada 
informasi apapun itu nanti lewat grup wa rt/rw dan juga rempug 
warga kupu. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Masyarakat bisa mengakses di website desa atau di grup 
facebook atau mungkin di grup whatapps. Yang jelas dalam sid 
sudah ada website desa yang memuat tentang kebijakan desa 
maupun program-program desa 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Setiap ana kesempatan, atau ana acara tertentu pemerintah 
desa kue bakalan ngain informasi lewat website desa. 
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 





Ya minimal, karena disini belum ada websitenya secara 
sosial media itu kurang dan tidak ada woro-woro kemasyarakat 
paling tidak hanya lewat rt/rw untuk menyampaikan nah jadi ini 
kelemahan di pemerintah desa kupu kurang adanya website dan 
kurangnya media sosial yang dipunya contoh seperti Facebook 
dam instagram pun tidak ada. Padahal itukan penting untuk 
menyampaikan informasi-informasi mengenai desa kepala 
masyarakat karena masyarakat sekarang rata-rata telah 
menggunkan media sosial semua jadi kekurangannya di situ. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa cara 
yang dilakukan untuk meningkatkan atau menambahkan 
informasi-informasi terbaru mengenai keadaan desa terkait proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yaitu 
melalui rt/rw dan website. 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah upaya yang dilakukan 
pemerintah desa untuk menyebarluaskan informasi-informasi 
terbaru mengenai suatu keputusan yang telah diputuskan terkait 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?  
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
 Untuk upaya pemerintah desa itu melalui rembug warga 
kupu dan melalui itu bisa disesuaikan informasi-informasi seperti 
itu, menyebarkan informasi melalui kader yang ada di desa, bpd, 
lpm, karang taruna, dan juga bumdes. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 





 Pemerintah desa berupaya seaksimal mungkin untuk setiap 
program-program baik yang sudah dilaksanakan ataupun belum 
bisa di akses melalui web desa. Itu mungkin salah satu upaya yang 
pemerintah desa lakukan agar masyarakat bisa mengaksesnya.  
 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
 Akan di panggil perwakilan-perwakilan yang kemudian 
kemudia menyampaikan tentang apa yang akan di bangun dan 
kesepakatan bersama mengenai wilayah mana yang akan di 
bangun.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut upaya yang dilakukan 
pemerintah desa untuk menyebarluaskan informasi-informasi 
terbaru mengenai suatu keputusan yang telah diputuskan terkait 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
adalah dengan menyebarkan informasi melalui rapat desa, website 
desa, dan perwakilan yang ada di desa. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja informasi yang tersedia di 
pemerintahan desa yang dapat diakses oleh warga masyarakat 
terkait proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Informasi tentang pembuatan akte, kartu keluarga, dan ktp 
sistem online, maupun kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan 







Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Informasi yang tersedia berkaitan dengan kalau 
pembangunan berarti hanya mengenai pembangunan berkaitan 
dengan letak yang akan di bangun dan sebagainya ya memang 
informasinya hanya seperti itu  
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Di pemerintah desa tersedia informasi tentang 
pembangunan dan rencana pembangunan di tahun tersebut. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
informasi yang dapat diakses oleh warga masyarakat terkait proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah 
nformasi tentang pembuatan akte, kartu keluarga, dan ktp sistem 
online, pembangunan, dan rencana pembangunan  
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, dimana masyarakat dapat mengakses 
informasi mengenai suatu keputusan yang telah diputuskan  dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Bisa lewat sid, atau sistem informasi desa. 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 





Ya kalau tidak langsung datang ke rt/rw ya masyarakat 
tidak akan tahu, soalnya pemerintah desa tidak adanya banner 
jadi masyarakat susah untuk mengakses dan untuk mengetahui 
lebih lanjut masyarakat harus datang ke desa.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
kupu masyarakat dapat mengakses informasi melalui website dan 
karena tidak adanya banner jadi masyarakat susah untuk 
mengakses dan untuk mengetahui lebih lanjut masyarakat harus 
datang ke kantor desa. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja hambatan yang ditemui oleh 
pemerintah desa dalam menyebarluaskan informasi-informasi 
terbaru mengenai suatu keputusan yang telah diputuskan  dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?  
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Sebenarnya tidak ada hambatan karena sudah ada grupnya 
masing-masing jadi pemerintah desa tidak bersusah payah karena 
desa kupu dilingkup wilayah kota jadi tidak ada hambatan, tidak 
ada kesulitan.  
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Hambatannya masyarakat kadang tidak mau membaca 
atau tidak mau membuka aksesnya yang sudah disediakan 







Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Dalam menyampaikan informasi pemerintah desa kupu 
tidak menemukan hambatan. Saat ada keputusan, cuman mungkin 
kurang diantaranya kalau orang yang sudah sepuh itu kurang 
mengena. Makanya pemerintah desa kupu dalam menyampaikan 
informasi melalui rt/rw. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
hambatan yang sering muncul adalah masyarakat tidak mau 
membaca dan tidak mau membuka akses informasi yang 
disediakan oleh pemerintah desa. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator transparansi dapat peneliti simpulkan sebagai berikut dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,  di pemerintahan desa 
kupu pemerintah desa menambahkan informasi terbaru dari setiap kegiatan yang 
ada di pemerintah desa, ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa 
dalam menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai suatu keputusan, 
website dan karena tidak adanya banner jadi masyarakat susah untuk mengakses 
dan untuk mengetahui lebih lanjut masyarakat harus datang ke kantor desa, dan 
adanya hambatan yang sering muncul dalam menyebarluaskan informasi-
informasi terbaru mengenai suatu keputusan. 





Akuntabilitas artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, 
baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah organisasi atau badan-
badan pemerintah yang diberi mandat untuk membuat dan 
melaksanakan sebuah keputusan yang ada di pemerintahan desa 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa? 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
 Anggota Bpd, Lpm, pemerintah desa, tokoh masyarakat 
mulai dari tokoh agama, rt, dan rw. 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
 Pemerintah desa, dibantu garo Lpm tuli lembaga-lembaga 
desa kaya BUMdes onong. 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
BPD, Lpm, dan rt/rw. 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 





Pajane lembaga sing ngo gawek keputusan ya BPD garo 
Lpm sing pajane pemerintah desa gawek keputusan melu ikut 
serta dalam pembuatan keputusan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut organisasi atau badan-
badan pemerintah yang diberi mandat untuk membuat dan 
melaksanakan sebuah keputusan yang ada di pemerintahan desa 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa yaitu pemerintah desa, bpd, lpm, bumdes, karang taruna, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan rt/ rw 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa memberikan 
informasi tentang suatu keputusan yang telah diputuskan apa 
adanya tanpa dikurangi sedikit apapun informasi tersebut kepada 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?   
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
 Dalam sebuah keputusan terkait proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa di paparkan secara 
transparan biar masyarakat tahu, istilahnya tidak mengurangi, 
dan tidak menambakan itu sesuai dengan keputusan yang sudah 
ditetapkan dari pemerintah desa. 
 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 





 Biasanya informasi itu disampaikan apa adanya dan 
kadangkalah di lapangan hasil kesepakatan yang di sampaikan itu 
tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Sehingga pada 
akhirnya di cancel, tapi kesepakatan yang berjalan tidak ada 
masalah ya sesuai dengan yang sudah disepakati. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
 Pemerintah desa secara transparan memberikan informasi 
kepada masyarakat tanpa dikurangi sedikit apapun informasi 
tersebut dan tanpa ditambah-tambah. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
 Pemerintah desa memberikan informasi tanpa dikurangi. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintah desa secara 
garis besar sudah memberikan informasi tentang suatu keputusan 
yang telah diputuskan apa adanya tanpa dikurangi sedikit apapun 
informasi tersebut kepada masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara yang dilakukan 
oleh pemerintah desa untuk mengkomunikasikan dan memberi 
kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dalam suatu 
keputusan kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan 





Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
 Pemerintah desa melakukan pemanggilan kepada 
masyarakat mengenai melakukan musayarwarah desa mengenai 
apa yang menjadi kendala. Kemudian di percahkan bersama dan 
mencari solusi terbaik. 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
 Caranya yang lebih efektif mengumpulkan dan 
mengadakan rapat di desa mengundang rt/rw, tokoh masyarakat, 
BPD, Lpm, pkk, dan toko pemuda kami undang untuk kemudian di 
sampaikan kepada masyarakat 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut cara pemerintah desa 
mengkomunikasikan dan memberi kejelasan dari sasaran 
kebijakan yang diambil melalui musyawarah desa atau rapat desa. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa tujuan dari pemerintah desa 
mengkomunikasikan dan memberi kejelasan dari sasaran 
kebijakan yang diambil kepada masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 





 Tujuannya agar tidak menjadi kesalahpahaman di 
masyarakat dengan pemerintah desa. 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
 Tujuannya untuk mempermudah, sehingga dalam proses 
pelaksanaannya itu lebih cepat. 
 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
 Tujuannya biar masyarakat itu tahu dan tidak gagal paham 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
seperti ini jadi penyampaian kepada seluruh perangkat desa ke rt 
dan rt memberikan ke warga masyarakat pun tidak gagal paham. 
Penyampaian harus di sesuaikan oleh perangkat desa maupun 
pemerintah desa.  
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
 Tujuannya minimal tidak adanya miskomunikasi antara 
masyarakat demgan pemerintahan desa. yang kedua ini kewajiban 
pemerintah desa untuk mensosialisasikan pembangunan apa yang 
ada di pemrintahan desa karena uang itu uang dari masyarakat. 
minimal dalam satu tahun pemerintah membuat banner 
pengeluaran dan pemasukan rab atau laporan 
pertanggungjawaban dana desa maupun alokasi dana desa. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut tujuan dari pemerintah 
desa mengkomunikasikan dan memberi kejelasan dari sasaran 
kebijakan yang diambil kepada masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah 





pemerintah desa dan menghindari kesalahpahaman diantara 
masyarakat. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja hambatan yang ditemui oleh 
pemerintah desa dalam mengkomunikasikan dan memberi 
kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil kepada masyarakat 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
 Pajane kaya kue hambatane, ya ngarti dewek rt saiki uwis 
pada tua-tua, gadi penyampaine maring warga masayarakat itu 
senenge terhambat.  
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
 Hambatannya memang terkadang kepedulian masyarakat 
terhadap pembangunan  dan kebijakan-kebijakan pemerintah 
yang mungkin walapun tidak semua masyarakat tidak peduli tapi 
memang ada yang peduli. Hambatannya memang masyarakat 
desa kupu masih belum memikirkan bagaimana perkembangan 
desa.  
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 





 Terkadang dengan keputusan itu kadang ada masyarakat 
yang mau menerima dan ada yang tidak menerima begitu. Meski, 
ada pro dan kontra masyarakat. yang namanya masyarakat pasti 
ada yang suka dan tidak kepada pemerintah desa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut hambatan yang ditemui 
oleh pemerintah desa dalam mengkomunikasikan dan memberi 
kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil kepada masyarakat 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa adalah keterlambatan penyampaian informasi oleh rt/rw 
kepada masyarakat, kepedulian masyarakat kurang, dan adanya 
pro dan kontra di masyarakat terhadap program atau kebijakan 
yang ada di pemerintah desa. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator akuntabilitas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Di pemerintahan 
desa kupu pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban seperti 
Organisasi/badan pemerintah diberi mandat untuk membuat dan melaksanakan 
sebuah keputusan, Pemerintah desa sudah memberikan informasi apapun kepada 
masyarakat, Pemerintah telah memberikan kejelasan dari sasaran kebijakan yang 
diambil, bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang ada di 
pemerintah desa dan menghindari kesalahpahaman diantara masyarakat.akan 





Penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Kupu kecamatan 
Wanasari kabupaten Brebes; 
1. Penyelenggaraan pemerintah desa dengan indikator, sebagai 
berikut : 
a. Perencanaan 
Merupakan kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab 
tindakan-tindakan selanjutnya. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah yang mengikuti proses 
perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?  
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Kalau yang untuk perencanaan di desa itu dirapatkan 
kepada bpd, lpm, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga dari 
pendamping desa maupun pendamping kecamatan. 
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
Sing aku ngarti pemerintah desa, rt/rw, garo tokoh 
masyarakat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat 
peneliti simpulkan sebagai berikut yang mengikuti proses perencanaan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah 
Pemerintah desa, rt/rw, bpd, lpm, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, 





2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara pemerintah desa 
menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu keputusan 
terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa kepada masyarakat?  
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa jelasna maring masyarakat tujuan dalam 
suatu keputusan sing pemerintah desa kue apa, tujuan e ya salah 
sijine ngo meningkatkan pemberdayaan masyarakat garo ngo dari 
kemajuan  pembangunannya nang desa.  
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Cara menjelaskannya memang kami secara perlahan-lahan 
agar tidak terjadi misscommunication ya kepada masyarakat 
karena masyarakat desa kupu tingkat pendidikannya memang 
kurang untuk dapat menerima hal-hal yang mungkin 
dipemerintahan atau di masyarakat sendiri itu banyak  yang 
kurang paham. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa menjelaskan tujuan yang ingin di capai di 
sebuah forum atau musyawarah di desa. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat 
peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa menjelaskan tujuan 
yang ingin dicapai dalam suatu keputusan terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan cara 





3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana cara pemerintah desa 
memilih tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dalam 
suatu keputusan terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa ? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa, pemerintah desa memilih tugas sesuai tugas 
dan fungsi masing-masing dari perangkat desa, sesuai dengan 
bidangnya biar nanti dari setiap pemerintah desa atau lembaga 
menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Perangkat desa duweni tugas garo fungsine dewek-dewek, 
eben tujuan pembangunan nang desa kupu kue bisa terlaksana 
atau dilaksanana secara maksimal. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Kita menyesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing 
perangkat desa, jadi kita di desa tidak mengandalkan satu orang 
itu lebih efisien dan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa memilih 
tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dalam suatu 
keputusan terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan 





4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa perlu 
mengubah rencananya jika ada penyimpangan yang terjadi dalam 
suatu keputusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa?  
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Kalau terjadi penyimpangan ya tetap harus diperbaiki, dari 
pada apa yang di rencanakan tidak sesuai dengan rencana yang 
ada sehingga itu harus di selesaikan lagi sampe hal itu bisa 
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ada 
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
Sebuah keputusan pajane ana kekeliruan kue bisa dirubah. 
Apamaning, sing dirasa kurang pas ya wajib dilaksanakan 
perubahan.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
mengubah rencananya jika ada penyimpangan yang terjadi dalam 
suatu keputusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa  
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, mengapa perlu dilaksanakan proses 
perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?    
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 





Ya karena untuk itu memang harus ada proses perencanaa, 
harus mateng pemerintah desa harus memiliki mengkonsep dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Dengan perencanaan kita mempunyai tujuan dan melangka 
secara bertahan. Jadi, dengan adanya perencanaan proses 
pembangunan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 
Jika tidak ada proses perencanaan, pembangunan tidak tersusun 
secara sistematis sehingga pembangunan tidak dapat 
dilaksanakan dengan baik. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Kabeh hal pajane ora direncanakna hasile ora bakal apik, 
makane kudu ana perencanaan sing awal. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa 
melakukan proses perencanaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan karena supaya program atau 
rencana sesuai dengan apa yang direncanakan. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator perencanaan dapat peneliti simpulkan sebagai berikut  Di pemerintahan 
desa kupu Pemerintah desa melibatkan lembaga yang ada di desa dalam proses 
perencanaan, Pemerintah desa menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu 





tujuan dalam suatu keputusan, Pemerintah desa akan mengubah rencananya jika 
ada penyimpangan yang terjadi, dan pentingnya perencanaan di desa kupu. 
b. Pengorganisasian  
Merupakan kegiatan membagi pekerjaan diantara anggota kelompok 
dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa yang menjadi landasan 
pemerintah desa membagi pekerjaan dan mengelompokan 
perangkat desa ke dalam tugas dan posisinya ? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa membagi pekerjaan dan mengelompokan 
perangkat desa berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Untuk landasan bagi pemerintah desa terkait dengan 
pembagian tugas itu sudah ada tugas dan fungsinya pokok 
masing-masing perangkat desa. jadi, kami hanya melaksanakan 
undang-undang yang ada. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Landasan sing pemerintah desa ya sesuai garo undang-
undang sing ngatur tugas dan fungsi dari perangkat desa 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Undang-undang tentang 





masing-masing merupakan landasan pemerintah desa membagi 
pekerjaan dan mengelompokan perangkat desa ke dalam tugas dan 
posisinya 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa 
mengabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit 
yang saling berhubungan dan menugaskan perangkat desa ke 
dalam pekerjaan yang sesuai?  
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Yang saya tahu terkait dengan penugasan dan hubungan 
dari perangkat desa, perangkat desa bisa bergabung dengan unit-
unit lainnya. Jadi untuk membentuk dan saling tahu cara konsep 
mekanismenya seperti apa akan tetapi jika terjadi kekosongan 
jabatan perangkat desa yang lain bisa mengisi kekosongan 
tersebut. 
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa saya kira untuk masalah tugas dan 
fungsinya harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing 
perangkat desanya itu sendiri namun terkadang tidak semua 
perangkat desa bisa dalam mengerjakan tugasnya sehingga harus 
di bantu oleh perangkat desa yang lain.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Di pemerintahan desa 
kupu pemerintah desa telah mengabungkan jabatan-jabatan 
operasional ke dalam unit-unit yang saling berhubungan akan 





bisa mengisi kekosongan tersebut dan tidak semua perangkat desa 
bisa dalam mengerjakan tugasnya sehingga harus di bantu oleh 
perangkat desa yang lain.  
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiamanakah cara pemerintah desa 
menjelaskan persyaratan masing-masing jabatan dan 
menyesuaikan wewenang dan tanggung jawabnya bagi setiap 
perangkat desa? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Kepala desa ngain penjelasan garo persyaratane, soale 
emang perlu nemen tuli penting nemen ngo perangkat desa. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Kami sudah mempunyai buku panduan mengenai tugas dan 
fungsi masing-masing melalui buku atau undang-undang tersebut 
kami bisa membagi perangkat desa mengenai tufoksinya masing-
masing. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa memiliki panduan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya, sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
menjelaskan secara langsung dan juga dengan menggunakan buku 





4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah fasilitas yang diberikan 
untuk perangkat desa dalam menunjang pekerjaannya di 
pemerintahan desa? 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Fasilitas sing ngo perangkat desa, sing aku ngarti saiki ya 
ana laptop, komputer, alat tulis kantor, tuli printer 
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
Yang saya tahu di pemerintah desa menfasilitasi ada 
laptop/komputer, printer atau yang lainnya. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai laptop, komputer, alat tulis, dan 
printer. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, mengapa perlu dilaksanakan 
pengorganisasian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?    
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Itu memang sangat perlu sekali karena akan membawa 
manfaat bagi pemerintahan desa, kalau pemerintah desa tidak ada 
pengorganisasian pemerintah desa akan merasa dikucilkan dan 
tidak bersinergi dengan pemerintahan desa.  
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 





Pajane  ana pengorganisasian nang sebuah badan atau 
pemerintahan kerjane kue bakale sesuai garo tugas tuli fungsine 
maing-masing. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Ya perlu oh, itu kan suatu organisasi kalau tidak mengikat 
dalam suatu organisasi akan repot. Kita akan berjalan sendiri-
sendiri tidak bisa. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa perlu 
melaksanakan pengorganisasian dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa karena pengorganisasian 
membawa manfaat bagi pemerintah desa supaya pekerjaan yang 
dikerjakan oleh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator pengorganisasian dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Di 
pemerintahan desa kupu pemerintah desa membagi pekerjaan dan 
mengelompokan perangkat desa ke dalam tugas dan posisinya, pemerintahan desa 
kupu pemerintah desa telah mengabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam 
unit-unit yang saling berhubungan akan tetapi jika terjadi kekosongan jabatan 
perangkat desa yang lain bisa mengisi kekosongan tersebut, Pemerintah desa akan 
menjelaskan secara langsung mengenai persyaratan masing-masing jabatan, 





menunjang pekerjaannya, dan Pemerintah desa perlu melaksanakan 
pengorganisasian. 
c. Penggerakan 
Merupakan kegiatan menggerakan anggota-anggota kelompok untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, sejauhmana perangkat desa 
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau tindakan terkait 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa?   
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
  Untuk partisipasi perangkat desa sudah cukup baik dalam 
pembuatan keputusan, karena memang sangat penting. Jadi, 
keputusan setiap perangkat desa bisa dipilah mana yang baik bagi 
pengembangan masyarakat yaitu yang diambil. 
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
  Pajane jare aku mah perangkat desa cukup berpartisipasi  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut dalam pembuatan 
keputusan atau tindakan terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa untuk partisipasi perangkat 





2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara kepala desa 
membimbing dan menantang agar perangkat desa melakukan yang 
terbaik dalam pekerjaannya? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Untuk membimbing dan menantang  perangkat desa, setiap 
bulan kepala desa melakukan rapat untuk menekankan kualitas 
kinerja perangkat desa sehingga dapat bekerja semaksimal 
mungkin untuk melayani masyarakat. Karena pada dasarnya 
perangkat desa itu abdi atau pelayan masyarakat.     
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Setiap bulan kami mengadakan meeting rutin untuk 
memberikan semangat dan memacu kinerja perangkat desa dan 
sewaktu-waktu ketika di butuhkan kami mengadakan bimbingan 
kepada perangkat desa agar perangkat desa bisa bekerja secara 
maksimal. 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Kepala desa sering mengadakan rapat hampir satu bulan 
sekali untuk mengontrol perangkat desa 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut untuk membimbing dan 





pekerjaannya, dengan cara setiap bulan kepala desa melakukan 
rapat rutin. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara kepala desa 
memotivasi, berkomunikasi, dan meningkatkan perangkat desa 
sehingga mereka memahami potensi yang ada pada dirinya? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Kepala desa melakukan komunikasi dengan memberi 
motivasi kepada rekan-rekan perangkat desa agar kinerjanya 
lebih semangat di pemerintahan desa. Setiap perangkat desa itu 
harus ada motivasi untuk gebrakan yang mengacu pada kinerja 
perangkat desa. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Cara dari kepala desa untuk berkomunikasi dan 
memberikan motivasi, ya biasane diperhatikna tuli masalah 
pembagian tugas e kudu tepat 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Kepala desa terus ngingetna garo perangkat desa eben aja 
kendor  kendor dalam bekerja dan tetap selalu semangat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pertama kepala desa akan 





4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana cara pemerintah desa 
memenuhi kebutuhan perangkat desa agar bekerja dengan baik 
dalam melaksanakan tugasnya ? 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Yang saya tahu untuk masalah kebutuhan itu memang dari 
pemerintah desa sudah ada anggaran untuk tunjangan kepada 
perangkat desa dan tunjangan yang lainnya yang bisa 
meningkatkan kesejahteraan dari keluarga perangkat desa. 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
Untuk memenuhi kebutuhan, ini memang masalah 
kebutuhan perangkat desa memang tidak ada batasnya. Hanya 
saja, yang saya tahu pemerintah sudah memberikan penghargaan 
atas kinerja perangkat desa yang di pandang memang sudah layak 
baik memperoleh penghasilan tetap maupun tunjangan dari kas 
tanah desa untuk tunjangan perangkat desa 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa 
memenuhi kebutuhan perangkat desa dengan cara memenuhi 
kebutuhan dan tunjangan kepada perangkat desa 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa berupaya 
memperbaiki pengarahan sebagai langkah perbaikan agar perangkat 
desa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 





Ya itu memang diharuskan jadi, kepala desa memberikan 
pengarahan kepada perangkat desa untuk memberikan kinerja 
yang lebih baik dari tahun yang kemarin kekurangannya seperti 
apa dan tahun depan kita tindak lanjuti perbedaan untuk 
kekurangan yang tahun kemarin. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Ya, pemerintah desa kupu ngain pengarahan supaya 
perangkat desa setiap dinane ngain  pelayanan garo masyarakat 
luwih apik maning. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Ya, pemerintah desa ngain pengarahane maring  perangkat 
desa ngo meningkatkan kinerjane 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa dalam 
hal ini kepala desa akan memberikan pengarahannya supaya 
kinerja dari perangkat desa lebih baik lagi. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator penggerakan dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 
desa kupu partisipasi perangkat desa dalam pembuatan keputusan atau tindakan 
terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
sudah cukup baik, kepala desa membimbing dan menantang agar perangkat desa 
melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, kepala desa memotivasi, 
berkomunikasi, dan meningkatkan perangkat desa sehingga mereka memahami 





desa dengan cara memberikan gaji dan di tambah tunjangan, dan Pemerintah desa 
berupaya memperbaiki pengarahan sebagai langkah perbaikan agar perangkat 
desa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. 
d. Pengendalian  
Merupakan kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan 
rencana-rencana yang telah ditentukan. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa 
membandingkan dan mengevaluasi hasil pekerjaan dengan standar 
hasil kerja yang terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa memang kudu membandingkan dan 
mengevaluasi hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja yang 
ada soale kue sangat penting.  
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 
pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Iya, jadi pekerjaan dengan standar hasil kerja yang terkait 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa dibandingkan apakah sudah sesuai yang diinginkan ataukah 
belum. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 





Ya, pemerintah desa membandingkan dan mengevaluasi 
hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja yang terkait dengan 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
membandingkan dan mengevaluasi hasil pekerjaan dengan standar 
hasil kerja yang terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah upaya yang dilakukan 
pemerintah desa agar masyarakat dapat mengukur pelaksanaan 
perkerjaan yang telah dilakukan telah sesuai atau tidak dengan 
kegiatan yang ada terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa memberi informasi dan ruang kepada 
masyarakat, Karena masyarakat harus tahu dan harus berani 
mengkritik perkerjaan dari pemerintah desa. Di masyarakat 
banyak orang-orang pintar yang akan mecermati pekerjaan dari 
pemerintah desa terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa seperti apa telah sesuai 
atau tidak dengan kegiatan yang ada.  
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa berusaha memberikan yang terbaik 





masuk ya langsung dikerjakan sehingga masyarakat dapat 
mengukur pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukan telah 
sesuai atau tidak dengan kegiatan yang ada. Jadi masyarakat tahu 
oh itu bukti fisiknya sudah ada. 
 
Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
Dengan adanya masyarakat di rekrut untuk tenaga pekerja 
dari lingkungan ya sekaligus pengawasannya akan lebih baik 
hasilnya untuk lingkungan tersendiri dan bekerja dengan baik 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
membagikan pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukan dan 
memberikan ruang informasi terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa agar 
masyarakat bisa mengkritik. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiamanakah upaya yang 
pemerintah desa lakukan untuk dapat mengetahui kemungkinan 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Tarjaya (selaku Ketua dari BPD Desa 
Kupu) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
 Pemerintah desa menampung kritik-kritik atau saran dari 
masyarakan maupun luar. Jadi, pemerintah desa kupu tahu apa 







Menurut bapak Rizal Amri (selaku Masyarakat Desa Kupu) 
pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan : 
 Saya kira pemerintah desa bisa mengetahui penyimpangan 
dengan melihat realita yang ada dilapangan secara langsung 
semisal di bidang pembangungan desa kalau di temukan sebuah 
penyimpangan yang jelas pembangunannya itu tidak sesuai 
standar yang ada. Seperti ketika ada pembanguan jalan, dan jalan 
itu cepat rusak itu merupakan salah satu penyimpangan karena 
tidak sesuai. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut untuk mengetahui 
kemungkinan penyimpangan yang terjadi  pemerintah desa 
menampung kritik dan saran dari masyarakat dan melihat secara 
langsung realita yang ada di lapangan  
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiamanakah cara yang dilakukan 
pemerintah desa jika pekerjaan dari perangkat desa dirasa tidak 
mencukupi terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa?   
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Untuk masalah pekerjaan dari perangkat desa, kita sering 
rapat dengan teman-teman perangkat desa maupun dari bpd atau 
dari kelembaga lainnya. Pekerjaan yang kekurangan itu jangan 
sampai terulangi dan kita harus memperbaiki untuk pekerjaan 
yang akan datang.  
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 





Kepala desa akan memanggil, memberikan bimbingan, 
agar perangkat desa itu bisa mampu bekerja semaksimal mungkin 
dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. 
 
Menurut bapak Kaliri (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Kupu) pada tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah akan memberikan himbauan langsung kepada 
perangkat desa oleh kepala desa, jadi jika perangkat desa 
kerjanya kurang akan dipanggil ke kepala desa karena untuk 
diberikan motivasi perngkat tersebut ada yang menjadi 
masalahnya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, 
disimpulkan bahwa pemerintah desa akan melakukan rapat dan 
melakukan bimbingan agar kinerja dari perangkat desa lebih baik 
lagi. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa melakukan 
langkah perbaikan dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi 
terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa? 
Menurut bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) pada 
tanggal 10 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa pastine ngain arahan tuli ngain teguran 
eben sesuai garo standar pekerjaan yang ada gadi ora ana 
penyimpangan tuli ora ana pekerjaan sing dirugikna eben  ngkone 
masyarakat puas loh. 
 
Menurut bapak Siswoyo (selaku Sekertaris Desa Kupu) 





Evaluasi biasane dilaksanakna bar akhir tahun, terus 
pajane ana sing ora maksimal atau ora sesuai garo kegiatan sing 
ana pemerintah desa akan melakukan perbaikan.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, 
disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan langkah perbaikan 
dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi terkait dengan 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
dengan cara pemerintah desa akan melakukan evaluasi jika terjadi 
penyimpangan 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator pengendalian dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Di pemerintahan 
desa kupu pemerintah desa akan membandingkan dan mengevaluasi hasil 
pekerjaan dengan standar hasil kerja, Pemerintah desa akan membagikan 
pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukan dan memberikan informasi, 
pemerintah desa melakukan evaluasi dan menampung kritik-kritik atau saran dari 
masyarakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, Jika pekerjaan dari 
perangkat desa dirasa tidak mencukupi terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa, maka pemerintah desa akan memanggil 
perangkat desa dan memberikan bimbingan kepada perangkat desa, Pemerintah 








Penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance pemerintahan desa 
di desa Keboledan kecamatan Wanasari kabupaten Brebes; 
1. Good governance dengan indikator, sebagai berikut : 
a. Partisipasi 
Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. 
Pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat 
untuk mendapatkan tiga hal, yaitu: (a) bersuara (voice), (b) akses, dan 
(c) kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan masyarakat. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah di pemerintahan desa tersedia 
forum partisipasi yang berguna sebagai wahana dalam 
menampung aspirasi masyarakat? 
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
Disini sudah ada, pada saat akan dilaksanakan sebuah 
kegiatan biasanya menampung itu di masing-masing dusun. 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Ada forum partisipasi untuk menampung aspirasi 
masyarakat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 





dalam menampung aspirasi masyarakat akan tetapi lembaga yang 
ada di pemerintahan desa 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja jenis forum yang ada di 
pemerintah desa? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Sejenis lembaga pemerintahan desa, lpm, karangtaruna, 
dan pkk 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Karangtaruna, Lpm, BPD terus forum kesehatan desa, desa 
siaga, forum masyarakat peduli pendidikan, dan ppkn 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
 Seperti musdes dan ada musyarawarah atau kegiatan yang 
lain itu tergantung dari kegiatan yang sedang dilaksanakan. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
tersedia lembaga-lembaga seperti lpm, karangtaruna, pkk, Bpd, 
dan forum kegiatan lainnya. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah tingkat partisipasi 






Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Partisaipasi masyarakat di desa keboledan boleh dikatakan 
lumayanlah, walaupun ada juga yang tidak hadir di saat 
undangan untuk rapat karena mungkin sebagai masyarakat kita 
punya kesibukan masing-masing. 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Banyak masyarakat yang berpartisipasi, karena itu kan 
perwakilan jadi setiap rw diwakilkan oleh beberapa orang  
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Tingkat partisipasinya lumayan rendah dan tidak begitu 
bagus. Karena saya tidak bisa mengatakan baik karena terkadang 
masyarakat kalau tidak ada hal-hal yang berbau materi 
masyarakat akan sedikit apatis. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
keboledan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa masih 
kurang karena terkadang masyarakat kalau tidak ada hal-hal yang 





4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah bentuk kemudahan 
dan akses informasi yang dilakukan pemerintah desa kepada 
masyarakat atas suatu keputusan yang telah diputuskan dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Setiap akses karena kita sudah memasuki era digital kita 
bentuk whatapps grup atau grup facebook dan kalau pemerintah 
desa ada musyawarah kita bisa menghubungi via whatapps grup. 
 
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
 Biasanya hasil keputusan disampaikan dalam kegiatan 
musdes yang dihadiri oleh semua rt/rw serta organisasi-
organisasi dari desa dengan BPD. Apa yang telah dirancang dari 
mulai dusun sampaike tingkat musdes dan hasil keputusan 
bersama-sama disampaikan di forum itu. 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Mungkin langka awal kita sosialisasi, sebelum adanya 
keputusan kita dimulai dengan adanya musyawarah terkait 
dengan program dan kegiatan yang ada di pemerintahan desa 
dengan mendengarkan masukan dari tokoh masyarakat dan BPD 
itu masukan yang penting bagi pemerintah desa. dalam 
pembuatan sebuah keputusan pemerintah desa tetap melihat 
masukan dari semua pihak. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut bentuk kemudahan dan 





masyarakat adalah dengan memberikan informasi mengenai suatu 
keputusan melalui sosialisasi, musyawarah desa, dan whatapps 
grup atau grup facebook 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah setiap warga masyarakat 
diberi hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan atas 
suatu keputusan yang telah diputuskan dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Ya jelas nemen pemerintah desa pastine ngain hak dan 
kesempatan untuk melakukan pengawasan atas suatu keputusan 
yang telah diputuskan ngo masyarakat 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Kalau untuk pengawasan pemerintah desa mengikuti sesuai 
dengan undang-undang desa no 6 tahun 2014 itu sudah jelas 
menganai sisi pengawasan dari birokrasi. Baik dari masyarakat 
yang sudah tertuang jelas, dalam pelaksanaan sebuah tugas 
kepalah desa tetap menjadi yang paling bertanggungjawab 
dibantu oleh tpk dan tpk itu melibatkan masyarakat baik dari lpm, 
kepemudaan semua ikut mengawasi yang jelas pengawasan 
datang dari segala pihak. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
setiap warga masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk 





diputuskan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa 
Berdasarkan 5 hasil wawancara dengan informan diatas mengenai 
indikator partisipasi, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 
desa keboledan telah tersedia forum partisipasi, lembaga-lembaga di desa, 
memberikan kemudahan dan akses informasi kepada masyarakat, dan 
pemerintahan desa setiap warga masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk 
melakukan pengawasan atas suatu keputusan yang telah diputuskan akan tetapi 
tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa masih kurangkarena terkadang masyarakat kalau tidak ada hal-
hal yang berbau materi masyarakat akan sedikit apatis. 
b. Transparansi 
Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh 
seluruh warga masyarakat. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara yang dilakukan 
pemerintah desa untuk meningkatkan atau menambahkan 
informasi-informasi terbaru mengenai keadaan desa terkait proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?  
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Pemerintah desa duwe website sing arane sid, kue sing ngo 





maslah pembangunan, masalah informasi program-program 
pemerintah, kue kabeh bakalan di update lewat sid. 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Biasanya desa menyampaikannya melalui website dan yang 
paling mudah desa untuk menyampaikan informasi mengenai 
program atau kegiatan.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa cara 
yang dilakukan untuk meningkatkan atau menambahkan 
informasi-informasi terbaru mengenai keadaan desa terkait proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yaitu 
dengan cara menambahkan informasi melalui sistem online seperti  
website desa atau sistem informasi desa (SID). 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah upaya yang dilakukan 
pemerintah desa untuk menyebarluaskan informasi-informasi 
terbaru mengenai suatu keputusan yang telah diputuskan terkait 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?  
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
 Pemerintah desa biasanya menggundang semua rt/rw dan 
disampaikan mengenai informasi mengenai sebuah kegiatan atau 






Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Terkait proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa penyebaran informasi dilakukan secara digital 
seperti di website desa sistem informasi desa. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa biasane lewat rt/rw ngo nyebarna 
informasi nang masyarakat, soale biasane kue luwih cepet nyebar. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut upaya yang dilakukan 
pemerintah desa untuk menyebarluaskan informasi-informasi 
terbaru mengenai suatu keputusan yang telah diputuskan terkait 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
adalah dengan menyebarkan informasi melalui rt/rw dan website 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja informasi yang tersedia di 
pemerintahan desa yang dapat diakses oleh warga masyarakat 
terkait proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 
Segala jenis informasi dari pemerintah kaitannya dengan 
proses penyelenggaraan pemerintahan, kaitannya dengan 






Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Segala informasi mengenai pemerintahan desa semuanya 
sekarang warga masyarakat bisa mengaksesnya melalui media 
sosial, masyarakat juga bisa datang lasung ke kantor desa untuk 
menanyakan sebuh informasi yang ada. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintahan desa tersedia informasi terkait dengan 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
informasi yang dapat diakses oleh warga masyarakat terkait proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah 
segala jenis informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di 
pemerintahan desa kaitannya dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan, kaitannya dengan pembangunan desa kita shar 
lewat media sosial. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, dimana masyarakat dapat mengakses 
informasi mengenai suatu keputusan yang telah diputuskan  dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
Kalau akses informasi tersebut saya melihat di desa 





banner memang, cuman sifatnya langsung menanyakan kepada 
aparat desa untuk menanyakan informasi-informasi 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Untuk akses memang tidak semua masyarakat bisa 
mengakses, kembali lagi terkadang kepedulian masyarakat tidak 
begitu tinggi. Paling kalau ada yang ingin tahu mengenai 
informasi ataupun keputusan biasanya nanti warga tahu dari rt 
yang sudah mengikuti rapat atau musyawarah. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
keboledan masyarakat bisa mengakses informasi yang di 
pemerintahan desa, masyarakat dapat mengakses informasi 
mengenai suatu keputusan melalui rt atau perangkat desa dan 
akses informasi di desa keboledan belum dibuat kegiatan secara 
terbuka di dalam sebuah banner 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja hambatan yang ditemui oleh 
pemerintah desa dalam menyebarluaskan informasi-informasi 
terbaru mengenai suatu keputusan yang telah diputuskan  dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?  
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Hambatannya ya misalkan kuota ya, karena kita belum 
mengadakan desa internet sehingga dalam penyebaran informasi 





desa internet, kemungkinan kalau internet kita sudah hebat. 
Kemungkinan akan memperlambat hambatan itu sendiri. 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Hambatannya saya kira sekarang karena sudah zamannya 
digital, semua masyarakat sudah melek informasi semua. Hanya 
saja masyarakat kadang kurang membaca dan memahami 
informasi yang sudah diberikan oleh pemerintah desa akan tetapi 
sudah protes duluan kebanyakan gitu. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Tidak semua warga masyarakat bisa menerima apa yang di 
sampaikan oleh pemerintah desa jadi pasti ada yang baik 
menerimanya dan ada yang tidak baik, kendalanya ya disitu 
karena mungkin dari penerimaan, dari mulai pendidikan mereka 
kan tidak semuanya sama  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut hambatan yang ditemui 
oleh pemerintah desa dalam mengkomunikasikan dan memberi 
kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil kepada masyarakat 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa adalah pemerintah desa keboledan belum melakukan desa 
internet sehingga informasi yang disampaikan agak terlambat, 
masyarakat yang kurang membaca mengenai program atau 
kegiatan apa saja yang ada di pemerintah desa, dan tidak semua 






Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator transparansi dapat peneliti simpulkan sebagai berikut dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, di pemerintahan desa 
keboledan pemerintah desa menambahkan informasi terbaru dari setiap kegiatan 
yang ada di pemerintah desa, ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
desa dalam menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai suatu 
keputusan, masyarakat bisa mengakses informasi yang di pemerintahan desa, 
masyarakat dapat mengakses informasi mengenai suatu keputusan melalui rt atau 
perangkat desa dan akses informasi di desa keboledan belum dibuat kegiatan 
secara terbuka di dalam sebuah banner dan adanya hambatan yang sering muncul 
dalam menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai suatu keputusan. 
c. Akuntabilitas  
Akuntabilitas artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, 
baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah organisasi atau badan-
badan pemerintah yang diberi mandat untuk membuat dan 
melaksanakan sebuah keputusan yang ada di pemerintahan desa 







Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Kami biasanya dalam pembangunan itu kita menentukan 
tim pengelolah kegiatan yang terdiri dari tiga unsur seperti tokoh 
masyarakat, Lpm, perangkat desa, dan kemudian kita dari tim 
lembaga kpmd. 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa biasanya yang bertanggung jawab pemerintah 
desa berserta lembaga yang ada di desa seperti lpm, kpmd, dan 
tpk. 
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
 Untuk melaksanakan keputusan dalam sebuah kegiatan 
desa itu kan di bentuk pelaksanaan kegiatan itu ya, biasanya dari 
unsur pamong dan melibatkan kepemudaan, bumdes dengan tokoh 
masyarakat tertentu. 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Yang pertama yang jelas pemerintah desa sendiri, BPD, 






Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut organisasi atau badan-
badan pemerintah yang diberi mandat untuk membuat dan 
melaksanakan sebuah keputusan yang ada di pemerintahan desa 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa yaitu pemerintah desa, bpd, lpm, bumdes, karang taruna, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan rt/ rw 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa memberikan 
informasi tentang suatu keputusan yang telah diputuskan apa 
adanya tanpa dikurangi sedikit apapun informasi tersebut kepada 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?   
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Jelas, kita akan shar keputusan kita lewat berita acara kita 
shar bersama ya itulah hasil keputusan kita baik musdes atau 
musrembangdes kita bikin berita acara dan kita umumkan itu 
sudah jelas 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Mengenai informasi pemerintah desa biasanya 





jadi tidak ada informasi yang tidak kita berikan semuanya di 
paparkan di situ. Jadi keterbukaan semua. 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Iya, karenakan pada saat musdus semua ketua rt, tokoh 
masyarakat, terus lembaga-lembaga yang ada didesa kan 
diundang. Nah informasinya disitu, terkait dengan penyampainnya 
ya dari rt itu yang kemudian akan menyampaikan kepada 
masyarakat.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintah desa secara 
garis besar sudah memberikan informasi tentang suatu keputusan 
yang telah diputuskan apa adanya tanpa dikurangi sedikit apapun 
informasi tersebut kepada masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara yang dilakukan 
oleh pemerintah desa untuk mengkomunikasikan dan memberi 
kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dalam suatu 
keputusan kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 





 Kalau semisal dalam kegiatan atau sebuah keputusan itu 
disampaikan kepada masyarakat mengenai segala prioritas 
pembangunan sesuai dengan peraturan yang dibuat disampaikan 
kemudian disampaikan kepada rancangan prioritas anggaran 
yang di lakukan oleh pemerintah lebih memfokuskan kepada 
kegiatan tertentu yang itu diutamakan.  
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa terus ngadakna sosialisasi pajane ana  
kegiatan. 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
 Pemerintah desa mempunyai kepanjangan tangan seperti 
melalui rt yang mempunyai wilayah-wilayah di desa yang 
kemudian disampaikan kepada masyarakat 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut cara pemerintah desa 
mengkomunikasikan dan memberi kejelasan dari sasaran 
kebijakan yang diambil melalui sosialisasi dan melalui rt  
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa tujuan dari pemerintah desa 
mengkomunikasikan dan memberi kejelasan dari sasaran 
kebijakan yang diambil kepada masyarakat dalam proses 





Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Yang jelas kita pemerintah desa itu biar ada good 
governance tatanan pemerintahan yang bersih, yang transparan, 
akuntabel, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. kami tidak mau 
mebohongi masayarakat segala informasi apapun kita shar 
kepada masyarakat itu jelas. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Biar masyarakat tahu mengenai apa yang dilakukan di 
pemerintahan desa, mengenai informasi apa saja yang ada di 
pemerintahan desa terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa. Semua informasi di desa 
kita informasikan biar masyarakat tahu, dan terjadi transparansi 
tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga dalam proses pelaksanaan 
suatu program atau kegiatan akan jauh lebih cepat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut tujuan dari pemerintah 
desa mengkomunikasikan dan memberi kejelasan dari sasaran 
kebijakan yang diambil kepada masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah 
supaya masyarakat tahu kegiatan apa saja yang dilakukan di 
pemerintahan desa. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja hambatan yang ditemui oleh 
pemerintah desa dalam mengkomunikasikan dan memberi 





dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Hambatannya biasanya memang, biasa media informasi 
kita, masyarakatnya memang belum mengenal dunia internet 
terutama kalangan yang 50 tahun keatas. Kalau generasi muda 
kita kemungkinan sudah paham semua, hambatan di pemerintah 
desa intinya masalah internet. 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Biasanya ketika ada sosialisai masyarakat tidak mau 
mendengarkan dari pemerintah desa. Jadi masyarakat seringnya 
berpikir negatif. Kendalanya juga dari segi sdm masyarakat yang 
tidak mengikuti perkembangan zaman itu juga menjadi salah satu 
faktor. Terus yang terakhir adanya masyarakat yang membenci 
pemerintahan desa, sehingga kegiatan apapun akan dianggap 
tidak baik oleh masyarakat. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Pemerintah desa menyampaikan informasi mngenai 
keputusan kepada masyarakat, dan karena penerimaan 
masyarakat tidak semua sama kadang ada misscomunication 
antara pemerintah desa dengan masyarakat. makanya kita juga 
membuka peluang kepada masyarakat untuk mengetahui, 
langsung ke kantor kepala desa jangan melewati apapun datang 
aja ke kantor desa. Nanti akan dijelaskan kepada pemerintah desa 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut hambatan yang ditemui 





kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil kepada masyarakat 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa adalah masih adanya masyarakat yang tidak tahu internet jadi 
tidak tahu informasi yang ada di desa, ketika ada sosialisasi 
masyarakat tidak mendengarkan, dan adanya kesalahpahaman 
informasi di masyarakat. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator akuntabilitas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 
desa keboledan pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban seperti 
Organisasi/badan pemerintah diberi mandat untuk membuat dan melaksanakan 
sebuah keputusan, Pemerintah desa sudah memberikan informasi apapun kepada 
masyarakat, Pemerintah telah memberikan kejelasan dari sasaran kebijakan yang 
diambil, bertujuan supaya masyarakat mengetahui mengenai kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah desa  akan tetapi masih ditemukan banyak hambatan 
Penyelenggaraan pemerintahan desa di desa keboledan kecamatan 
Wanasari kabupaten Brebes; 
1. Penyelenggaraan pemerintah desa dengan indikator, sebagai 
berikut : 
a. Perencanaan 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah yang mengikuti proses 
perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 





Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
Rt, rw, tokoh masyarakat, bpd, tokoh agama, dan kepala 
desa berserta perangkat desa. 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Untuk proses perencanaan, ada pemerintah desa dan lpm 
yang akan menggali gagasan mengenai kegiatan atau program 
yang ada di pemerintahan desa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut yang mengikuti proses 
perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa adalah Rt, rw, tokoh masyarakat, lpm, bpd, 
tokoh agama, dan kepala desa berserta perangkat desa. 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara pemerintah desa 
menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu keputusan 
terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa kepada masyarakat? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Biasanya kami dari pemerintah desa mengerucutkan 
masalah, misalkan dari sekian banyak aspirasi dan masalah dari 
masyarakat kita tampung kemudian point mana yang akan 






Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Setiap musyawarah digawe berita acara garo dijelaskan 
hasil keputusan e sing musyawarah kue apa bae. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kita kan mempunyai rencana jangka panjang, kita 
menyampaikan informasi nah nanti informasi tersebut diutarakan 
di musdes  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah akan 
mengadakan musyawarah untuk menjelaskan tujuan yang ingin 
dicapai. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana cara pemerintah desa 
memilih tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dalam 
suatu keputusan terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa ? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Untuk mencapai keputusan itu sendiri pemerintah desa 
membentuk tim pengelolah kegiatan dari situ kita membentuk 
ketua, bendahara, sekertaris, dan anggota yang akan 







Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa memilih tugas yang akan dikerjakan untuk 
mencapai tujuan melalui musdes dan kemudian nanti akan 
dilaksanakan berdasarkan tugasnya masing-masing. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Selain kita mempunyai rpjmdes juga kita ada kegiatan yang 
urgent jadi memang kalau memang di rpjmdes tidak ada, jadi kita 
mengkomunikasi kan kepada masyarakat dimana program atau 
kegiatan yang dibutuhkan kepada masyarakat makanya ada. 
Apbdes perubahan  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerinta desa akan 
membuat tim pengelolah kegiatan dan dirapatkan melalui 
musyawarah desa mengenai legiatan apa saja yang akan 
dilakukan. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa perlu 
mengubah rencananya jika ada penyimpangan yang terjadi dalam 
suatu keputusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa?  
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 





Jelas oh, pajane ana sing perlu dirubah ya dirubah apa 
maning pajane ana penyimpangan uwis emang wajib dirubah.  
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Desa mempunyai patokan yaitu peraturan kementerian 
desa, manakalah ditemukan sebuah penyimpangan pemerintah 
desa akan segerah memperbaiki dan akan melakukan evaluasi. 
Akan tetapi untuk saat ini rasnya belum ditemukan sebuah 
penyimpangan. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
mengubah rencananya jika ada penyimpangan yang terjadi dalam 
suatu keputusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa  
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, mengapa perlu dilaksanakan proses 
perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?    
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Agar dana desa atau dana yang lainnya itu digunakan 
secara maksimal secara perencanaan yang matang dan tidak 
salah tidak asal-asalan 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 





Perencanaan kan diperlukan untuk kematangandan 
persiapan sebuah kegiatan yang ada di pemerintahan desa. Jadi, 
sebelum melakukan sesuatu kita harus merencanakan berdasarkan 
aspirasi-aspirasi atau keluhan-keluahan yang ada di masyarakat. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Dengan adanya perencanaan kita menjadi terarah, bisa 
melaksanakan kegiatan dengan pasti dan tepat sasaran, kalau kita 
tidak punya perencanan menjadi tidak jelas nanti pada akhirnya 
tidak bisa dilaksanakannya suatu kegiatan atau program tersebut. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa 
melakukan proses perencanaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa karena agar rencana yang 
dibuat jelas dan tepat sasaran. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator perencanaan dapat peneliti simpulkan sebagai berikut  Di pemerintahan 
desa keboeldan Pemerintah desa melibatkan lembaga yang ada di desa dalam 
proses perencanaan, Pemerintah desa menjelaskan tujuan yang ingin dicapai 
dalam suatu keputusan, Pemerintah desa memilih tugas yang akan dikerjakan 
untuk mencapai tujuan dalam suatu keputusan, Pemerintah desa akan mengubah 
rencananya jika ada penyimpangan yang terjadi, dan pentingnya perencanaan di 
desa keboledan. 






Merupakan kegiatan membagi pekerjaan diantara anggota kelompok 
dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa yang menjadi landasan 
pemerintah desa membagi pekerjaan dan mengelompokan 
perangkat desa ke dalam tugas dan posisinya ? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Undang-undang tentang desa, terutama dari permendagri 
kami ada susunan organisasi dari permendagri itu tiga kaur, tiga 
kasi, dan kadus beserta staf kalau diperlukan staf 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Yang menjadi landasan membagi pekerjaan di 
pemerintahan desa yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah 
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Landasan di pemerintah desa keboledan sudah sesuai 
dengan tugas dan fungsinya masing-masing perangkat desanya. 
Perangkat desa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan 
tugas dan kinerjanya sesuai dengan tufoksinya 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Undang-undang tentang 
desa dan pembagian pekerjaanya sesuai tugas dan fungsinya 





pekerjaan dan mengelompokan perangkat desa ke dalam tugas dan 
posisinya 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa 
mengabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit 
yang saling berhubungan dan menugaskan perangkat desa ke 
dalam pekerjaan yang sesuai?  
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa membagi tugas sesuai garo tugas, pokok, 
dan fungsi masing-masing dan saling membantu diantara 
perangkat desa. 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Di pemerintah desa sepertinya mengabungkan jabatan-
jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berhubungan 
dan menugaskan perangkat desa ke dalam pekerjaan yang sesuai. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, 
disimpulkan bahwa pemerintah desa mengabungkan jabatan-
jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berhubungan 
dan menugaskan perangkat desa ke dalam pekerjaan yang sesuai. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiamanakah cara pemerintah desa 





menyesuaikan wewenang dan tanggung jawabnya bagi setiap 
perangkat desa? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kami ada juplak atau buku pedoman tentang tugas, pokok, 
dan fungsi. Kepala desa menjelaskan kepada perangkat dalam 
rapat mingguan dan menjelakan tugas perangkat desa masing-
masing. Dan semua bekerja berdasarkan tugas, pokok, dan 
fungsinya masing-masing. 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kalau seorang perangkat desa sudah diamati berdasarkan 
jabatan atau posisinya serta wewenang, dan tanggungjawabnya. 
Disitu pemerintah desa mempunyai pelatihan kapasitas aparatur. 
Dimana disitu akan ada pelatihan-pelatihan bagi perangkat desa 
mengenai menjelaskan persyaratan masing-masing jabatan dan 
menyesuaikan wewenang dan tanggung jawabnya bagi setiap 
perangkat desa.  
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa mempunyai buku pedoman mengenai 
tugas dan fungsinya masing-masing, jadi mau tidak mau kita 
harus tahu mengenai tugas dan fungsinya dari perangkat desa.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
menjelaskan secara langsung atau melalui buku pedoman 





berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya bagi setiap 
perangkat desa. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah fasilitas yang diberikan 
untuk perangkat desa dalam menunjang pekerjaannya di 
pemerintahan desa? 
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
Dalam menunjang pekerjaan dari pemerintah desa, 
biasanya ada komputer, alat tulis kantor, dan lain sebagainya. 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kalau berdasarkan fasilitas yang di sediakan oleh 
pemerintah desa adalah laptop untuk menunjang pekerjakan dari 
perangkat desa. 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Ya fasilitasnya, laptop atau komputer yang ada di desa 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut laptop, komputer, alat 
tulis kantor, dan sebagainya  merupakan fasilitas yang diberikan 
pemerintah desa untuk perangkat desa dalam menunjang 





5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, mengapa perlu dilaksanakan 
pengorganisasian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?    
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Jelas perlu, karena suatu pemerintah desa atau suatu 
organisasi berhasil atau tidaknya tergantung baik atau tidaknya 
organisasi sesuai dengan pekerjaan dari perangkat desanya 
masing-masing. Kalau sudah ada penggorganisasian kan enak 
jadi bisa bekerja berdasarkan tugasnya masing-masing 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa mbutuhna pengorganisasian ngo 
nentukana tugas garo fungsine masing-masing  
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa melakukan pengorganisasian biar terarah 
dan pasti, kalau di dalam lingkungan kerja kalau tidak ada 
pengorganisasian nanti menjadi terserah sendiri dan menjadi 
tidak singkron tapi kalau misal ada pengorganisasian menjadi 
tahu mana sih yang kita yang kita jalankan, mana yang menjadi 
tugas kita jadi ada yang mengarahkan tugas kita. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa perlu 
melaksanakan pengorganisasian dalam penyelenggaraan 





Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator pengorganisasian dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Di 
pemerintahan desa keboledan pemerintah desa membagi pekerjaan dan 
mengelompokan perangkat desa ke dalam tugas dan posisinya, pemerintah desa 
telah mengabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling 
berhubungan, Pemerintah desa akan menjelaskan secara langsung mengenai 
persyaratan masing-masing jabatan, adanya fasilitas yang diberikan pemerintah 
desa untuk perangkat desa dalam menunjang pekerjaannya, dan Pemerintah desa 
perlu melaksanakan pengorganisasian 
c. Penggerakan 
Merupakan kegiatan menggerakan anggota-anggota kelompok untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, sejauhmana perangkat desa 
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau tindakan terkait 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa?   
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
Yang saya lihat pemerintah desa khusunya perangkat desa 
ya cukup berpartisipasi karena dalam mengambil sebuah 
keputusan tidak otoriter dan dengan itu sangat jelas bahwa 
perangkat desa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tugas 






Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
  Saya kira perangkat desa cukup lah berpartisipasi. Karena 
pada dasarnya perangkat desa kan bagian dari pemerintah desa 
yang mana bertugas sebagai akses atau wadah yang menampung 
aspirasi masyarakat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut dalam pembuatan 
keputusan atau tindakan terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa untuk partisipasi perangkat 
desa sudah cukup baik 
 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara kepala desa 
membimbing dan menantang agar perangkat desa melakukan yang 
terbaik dalam pekerjaannya? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kepala desa tora segen-segen ngayami perangkat desa, 
bahkan sekertaris desa bae sering aku gayami. Pajane tugas sing 
dilakoni ora bener  
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kepala desa melakukan bimbingan secara teknis kepada 
perangkat desa, untuk mengetahui yang menjadi keluhan dari 
perangkat desa. Dan kepala desa juga melakukan rapat setiap 
hari senen untuk mengetahui kendala apa yang ada pada 
perangkat desa. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 





Kalau di pemerintah desa keboledan setiap perangkat desa 
mendapatkan tugas masing-masing, kepala desa menyampaikan 
dan memberikat kepercayaannya kepada perangkat desa untuk 
mengurus semua sesuatu yang ada di pemerintahan desa. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut untuk membimbing dan 
menantang  agar perangkat desa melakukan yang terbaik dalam 
pekerjaannya, kepala desa akan menegur, membimbing, dan 
melakukan rapat setiap hari senen untuk mengetahui apa yang 
terjadi. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara kepala desa 
memotivasi, berkomunikasi, dan meningkatkan perangkat desa 
sehingga mereka memahami potensi yang ada pada dirinya? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Alhamdulilah kami sering mengadakan bimbingan di rakor 
setiap minggu dan tiap bulan, sekiranya kita sharing kepada 
teman-teman perangkat desa. arah yang akan tuju seperti 
pembangunan-pembangunan yang akan kita laksanakan itu kita 
bicarakan dan anggota dariperangkat desa yang sekiranya kurang 
termotivasi kita akan memotivasi seperti kita berikan surat 
peringatan biar termotivasi. 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kepala desa memberikan motivasi dan memberikan 
kegiatan studi banding ke pemerintah desa lain, untuk 
memberikan motivasi, wawasan, dan gagasam kepada perangkat 






Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan  
Kepala desa merangkul semuanya seperti keluarga di 
lingkungan kerja, perangkat desa juga akan dikasih penghargaan 
dengan setiap kegiatan yang dilakuakn, itu cara kepala desa 
memotivasi kita supaya bekerja lebih baik.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut kepala desa melakukan 
mengadakan bimbingan dan motivasi setiap minggu dan setiap 
bulan. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana cara pemerintah desa 
memenuhi kebutuhan perangkat desa agar bekerja dengan baik 
dalam melaksanakan tugasnya ? 
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
Dengan adanya alokasi dana desa, saya kira pemerintah 
desa bisa menggunakan anggran tersebut untuk menfasilitasi 
segala kebutuhan perangkat desa dan di gunakan untuk 
menunjang segala kebutuhan di pemerintahan desa. 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Pemerintah desa nagin kabeh  kebutuhan sing diperlukna 






Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut dengan cara memenuhi 
setiap kebutuhan yang perangkat desa perlukan. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa berupaya 
memperbaiki pengarahan sebagai langkah perbaikan agar 
perangkat desa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Insyaallah kami selalu berpikir terus memperbaiki biar 
kami menjalankan roda pemerintahan ini selalu menuju ke arah 
perbaikan. 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa akan melakukan evaluasi di setiap 
kegiatan setelah suatu pekerjaan selesai, jadi untuk melakukan 
sebuah perkbaikan kinerja dan kita belajar dari apa yang menjadi 
kendala. Jadi kedepannya pemerintah desa akan lebih berusaha 
menjadi yang terbaik lagi dari yang sebelumnya  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa 
berupaya memperbaiki pengarahan sebagai langkah perbaikan 
agar perangkat desa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator penggerakan dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 





tindakan terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa sudah cukup baik, kepala desa membimbing dan menantang agar perangkat 
desa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, kepala desa memotivasi, 
berkomunikasi, dan meningkatkan perangkat desa sehingga mereka memahami 
potensi yang ada pada dirinya, Pemerintah desa memenuhi kebutuhan perangkat 
desa dengan cara memberikan gaji dan di tambah tunjangan, dan Pemerintah desa 
berupaya memperbaiki pengarahan sebagai langkah perbaikan agar perangkat 
desa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. 
d. Pengendalian  
Merupakan kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan 
rencana-rencana yang telah ditentukan. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa 
membandingkan dan mengevaluasi hasil pekerjaan dengan standar 
hasil kerja yang terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa akan melakukan evaluasi sesuai dengan 
target pembangunan itu atau tidak, sudah memenehui volume 
yang akan dilaksanakan atau tidak. Disamping itu juga tidak 
hanya pemerintah desa yang melakukan evaluasi, pemerintah desa 
juga dibantu oleh kecamatan untuk melakukan evaluasi di 
pemerintahan desa 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 





Pastinya, karena jika kita tidak membandingkan dan 
mengevaluasi hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja yang 
ada. Jadi, kita tidak tahu hasil yang kita lakukan apakah sudah 
baik atau belum.  Makanya kalu misalkan hasil kerja kita kurang 
maksimal setidaknya kita ada perbandingan, jadi kita bisa 
termotivasi untuk melakukannya yang terbaik lagi. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
membandingkan dan mengevaluasi hasil pekerjaan dengan standar 
hasil kerja yang terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa. 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah upaya yang dilakukan 
pemerintah desa agar masyarakat dapat mengukur pelaksanaan 
perkerjaan yang telah dilakukan telah sesuai atau tidak dengan 
kegiatan yang ada terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa bakal ngain bukti nyata, kaya semisal 
pembangunan gadi  masyarakat bisa ngarti tuli bisa ngawasi apa 
sing dikerjakan garo pemerintah desa. 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
Hasil pembangunane ya kudu bisa didileng garo 





ngo masyarakat. masalahe masyarakat puas lan orane kan 
tergantung masing-masing oh. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
membagikan pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukan dan 
memberikan informasi terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa dengan memberikan bukti 
nyata dan memberikan ruang kepada masyarakat agar masyarakat 
dapat menilai pekerjaan dari pemerintah desa telah sesuai atau 
tidak dengan kegiatan yang ada. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiamanakah upaya yang 
pemerintah desa lakukan untuk dapat mengetahui kemungkinan 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Imam Sugiharto (selaku Ketua dari BPD 
Desa Keboledan) pada tanggal 8 Juni 2021 mengatakan : 
 Saya kira pemerintah desa tentunya akan melakukan 
evaluasi, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Dengan 
adanya evaluasi apa yang salah bisa langsung kita perbaiki. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan  
Pemerintah desa akan mengadakan koordinasi antara 
pemerintahan, tpk, dan pengawas jadi pemerintah desa bisa 
berkonsultasi mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. 
Kalaupun ada yang kurang sesuai pemerintah desa akan 





kegiatan terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa sesuai dengan apa yang sudah kita 
rencanakan. 
 
Menurut bapak Fatih Muhamad Alaudin (selaku 
Masyarakat Desa Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 
mengatakan : 
 Sangartine aku sing nang pemerintahan desa ana tim e 
masing-masing. Gadi pajane pengin ngarti ana ora penyimpangan 
bisa di deleng nang kono. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut untuk dapat mengetahui 
kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terkait 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa, hal yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan 
melakukan koordinasi dan pengawasan untuk meminimalisir 
terjadinya penyimpangan. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiamanakah cara yang dilakukan 
pemerintah desa jika pekerjaan dari perangkat desa dirasa tidak 
mencukupi terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa?   
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kami kalau dari perangkat desa tidak mencukupi, kami 
berusaha mencukupinya dari unsur yang lain. Semisal satu sama 







Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Jika memang kinerja dari perangkat desa tidak mencukupi 
atau tidak dalam arti tidak sesuai apa yang diinginkan. Biasanya 
ada komponen cadangan dengan organisasi yang ada di desa 
untuk membantu perangkat desa agar jika ada program atau 
kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Jadi dipemerintahan desa 
keboledan sistemnya kita itu saling bekerja sama, karena tidak 
semua perangkat desa mempunyai keahlian yang sama. Ketika 
ada kemampuan yang kurang perangkat desa akan saling 
melengkap satu sama lain. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, 
disimpulkan bahwa jika pekerjaan dari perangkat desa dirasa tidak 
mencukupi terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa, maka pemerintah desa akan saling 
melengkapi dan saling membantu diantara perangkat desa. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa melakukan 
langkah perbaikan dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi 
terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa? 
Menurut bapak Sairun (selaku Kepala Desa Keboledan) 
pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kami selalu mengadakan perbaikan, kami selalu 
mengevaluasi, pemerintahan kami, agar menuju good gavernance 
pemerintahan yang baik. 
 
Menurut bapak Masharudin (selaku Sekertaris Desa 





Pemerintah desa akan selalu melakukan langkah perbaikan 
dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi, apalagi jika ada 
perangkat desa yang tidak mampu melaksanakan tugas di 
bidangnya. Kepala desa akan memberikan kebijakan dengan 
menganti perangkat desa dengan jabatan yang lain jika dirasa 
tidak mampu berdasarkan bidangnya. 
 
Menurut ibu Amina (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Keboledan) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan  
Setiap kali akhir tahun pemerintah desa melakukan 
evaluasi kinerja dengan laporan pertanggungjawaban selam satu 
tahun disitu pemerintah desa akan mengetahui kegiatan-kegiatan 
apa saja yang sudah dilaksanakan dan tidak dilaksanakan sesuai 
dengan rencana pembangunan tersebut. Makanya dengan itu 
pemerintah desa dapat mengetahuinya dan menjadi evaluasi buat 
laporan setiap tahunnya menganai laporan pertanggungjawaban. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, 
disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan langkah perbaikan 
dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi terkait dengan 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
dengan cara pemerintah desa selalu evaluasi dengan cara 
mengoreksi penyimpangan yang ada. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator pengendalian dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 
desa keboledan pemerintah desa akan membandingkan dan mengevaluasi hasil 
pekerjaan dengan standar hasil kerja, Pemerintah desa akan membagikan 
pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukan dan memberikan informasi, 
pemerintah desa melakukan evaluasi dan menampung kritik-kritik atau saran dari 





perangkat desa dirasa tidak mencukupi terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa, maka pemerintah desa akan saling 
melengkapi dan saling membantu diantara perangkat desa, Pemerintah desa 
melakukan langkah perbaikan dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi. 
Penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance pemerintahan desa 
di desa Klampok kecamatan Wanasari kabupaten Brebes; 
1. Good governance dengan indikator, sebagai berikut : 
a. Partisipasi 
Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. 
Pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan bagi 
masyarakat untuk mendapatkan tiga hal, yaitu: (a) bersuara 
(voice), (b) akses, dan (c) kontrol dalam pembangunan dan 
penyelenggaraan masyarakat. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah di pemerintahan desa 
tersedia forum partisipasi yang berguna sebagai wahana dalam 
menampung aspirasi masyarakat? 
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Dipemerintahan desa sudah ada forum partisipasi untuk 
menampung aspirasi masyarakat.  
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 





Ana oh forum partisipasi sing ngo menampung aspirasi 
masyarakat nang pemerintahan desa. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
telah tersedia forum partisipasi yang berguna sebagai wahana 
dalam menampung aspirasi masyarakat 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja jenis forum yang ada di 
pemerintah desa? 
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Biasanya dipemerintah desa ada sejenis forum seperti 
musdes dan musrembang 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Di pemerintahan desa tersedia forum seperti lembaga-
lembaga yang ada di pemerintahan desa klampok, 
Karangtaruna, BPD, Lpm, dan forum kewanitaan seperti pkk 
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Sing aku ngarti sih ana Kpmd, Bpd, lpm, garo 
karangtaruna 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
tersedia lembaga-lembaga seperti  Karangtaruna, BPD, Lpm, 





3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah tingkat partisipasi 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa? 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Sing jelas sih, pajane saiki partisipasi masyarakat  negin 
kurang tuli ora berkesinambunangan garo desa   
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Dari segi plaksanaan masyarakatnya partisipasi 
masyarakat kurang di desa klampok, klampok ini karena 
menginjak transisi desa ke perkotaan ya mungkin penataannya 
agak susah karena masih terbawa ke pedesaan ke perkotaan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
klampok tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa masih 
kurang karena menginjak transisi desa ke perkotaan ya 
mungkin penataannya. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah bentuk 
kemudahan dan akses informasi yang dilakukan pemerintah 
desa kepada masyarakat atas suatu keputusan yang telah 






Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Biasanya pemerintah desa mengundah rt/rw sebagai wakil 
dari masyarakat untuk menginformasikan suatu keputusan 
kepada masyarakat 
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Ana website pemerintahan desa sing bisa digunakan  
masyarakat ngo golet informasi. 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Biasanya itu lewatnya musdes, kemudian segala keputusan 
diputuskan di musdes yang mengikuti rt/rw dari situ mereka 
akan mensosialisasikan kepada warga masyarakat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut bentuk kemudahan 
dan akses informasi yang dilakukan pemerintah desa kepada 
masyarakat melalui rt/rw, website, musyawarah desa, dan 
melalui sosialisasi kepada masyarakat. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah setiap warga masyarakat 
diberi hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan atas 
suatu keputusan yang telah diputuskan dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 





Pemerintah desa memberi kesempatan untuk melakukan 
pengawasan, walaupun terkadang masyarakat tidak mengikuti 
mengenai suatu keputusan. 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Jelas diberi, ya walapun masyarakat tidak mengikuti 
musyawarah desa akan tetapi biasanya dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
masyarakat sebisa mungkin dilibatkan dalam pengawasan. 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa memberikan hak dan kesempatan untuk 
melakukan pengawasan atas suatu keputusan sebebas-
bebasnya kepada masyarakat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
setiap warga masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk 
melakukan pengawasan atas suatu keputusan yang telah 
diputuskan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa. 
Berdasarkan 5 hasil wawancara dengan informan diatas mengenai 
indikator partisipasi, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 
desa klampok telah tersedia forum partisipasi, lembaga-lembaga di desa, 
memberikan kemudahan dan akses informasi kepada masyarakat, dan 
pemerintahan desa setiap warga masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk 





tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa masih kurang mungkin karena desa klampok menginjak 
transisi desa ke perkotaan.  
b. Transparansi 
Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui 
oleh seluruh warga masyarakat. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara yang dilakukan 
pemerintah desa untuk meningkatkan atau menambahkan 
informasi-informasi terbaru mengenai keadaan desa terkait 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?  
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Biasanya pemerintah desa memberi tahu mengenai suatu 
kegiatan, program, atau keputusan kepada masyarakat baik 
secara langsung atau pun lewat media sosial.  
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Biasanya pemerintah desa menggunakan rt/rw sebagai kaki 
tangannya untuk meningkatkan atau menambahkan informasi-
informasi terbaru mengenai keadaan desa supaya bisa diketahui 
oleh seluruh warga masyarakat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 





informasi-informasi terbaru mengenai keadaan desa terkait 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
yaitu melalui sosial media dan melaui rt/rw. 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah upaya yang 
dilakukan pemerintah desa untuk menyebarluaskan informasi-
informasi terbaru mengenai suatu keputusan yang telah 
diputuskan terkait proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?  
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa biasane ngundang perwakilan masyarakat 
kaya rt/rw ngo sing rt/rw informasine di sebar nang masyarakat. 
Biasane pajane melalui rt/rw informasi sing desa cepet nyebare. 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah biasanya 
lewat lembaga desa dan media elektronik 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Melalui media massa dan melalui pengumuman di masjid, 
di setiap kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut upaya yang dilakukan 





terbaru mengenai suatu keputusan yang telah diputuskan terkait 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
adalah dengan menyebarkan informasi melalui rt/rw, 
pengumuman di masjid, dan media massa. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja informasi yang tersedia di 
pemerintahan desa yang dapat diakses oleh warga masyarakat 
terkait proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa? 
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Informasi tentang program atau kegiatan yang 
dilakasanakan di pemerintahan desa, mulai dariprogram 
pembangunan maupun informasi mengenai kegiatan lainnya 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Segala informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di 
desa, terutama kegiatan mengenai pembangunan fisik. 
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Terutama informasinya yang sudah nyata ya jalan, untuk 
pelayanan untuk saat ini memang sudah katakanlah sudah mulai 
bagus pelayananya, dan untuk masalah program yang lain di 
pemerintahan desa memang sepertinya pemerinthan desa butuh 
proses. Karena memang sitemnya kan step bye step, karena ya itu 
untuk saat ini yang masyarakat rasakan ya ini terutama jalan di 
lingkungan dan juga ada mobil siaga dan mobil sampah sudah 






Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
informasi yang dapat diakses oleh warga masyarakat terkait proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah 
segala jenis informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di 
pemerintahan desa seperti informasi mengenai pelayanan, 
pembangunan, dan lain sebagainya. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, dimana masyarakat dapat 
mengakses informasi mengenai suatu keputusan yang telah 
diputuskan  dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa? 
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui 
website dan datang langsung ke kantor desa 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Bisanya masyarakat bisa mengakses informasi tersebut 
lewat rt/rw yang telah diberi sosialisasi oleh pemerintah desa 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 





keputusan melalui website atau bisa langsung datang ke kantor 
desa. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja hambatan yang ditemui 
oleh pemerintah desa dalam menyebarluaskan informasi-
informasi terbaru mengenai suatu keputusan yang telah 
diputuskan  dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?  
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Ketika pemerintah desa menyebarkan informasi terkadang 
yang namanya masyarakat itu tidak mau tahu ya, mengenai 
kegiatan apa yang ada di desa. walaupun tidak semua karena 
masih banyak masyarakat yang peduli tentang apa yang terjadi 
desa 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Hambatanne terkadang masyarakat ora peduli kaya 
masabodo onong tentang desa tapi kadang kala ana bae sing 
peduli tentang kemajuan desa 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
hambatan yang sering muncul adalah ketika menyebarkan 
informasi masyarakat tidak perduli dan tidak mau tahu. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 





desa klampok pemerintah desa menambahkan informasi terbaru dari setiap 
kegiatan yang ada di pemerintah desa, ada banyak upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah desa dalam menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai 
suatu keputusan, masyarakat bisa mengakses informasi yang di pemerintahan 
desa, Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui website dan datang 
langsung ke kantor desa, dan adanya hambatan yang sering muncul dalam 
menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai suatu keputusan. 
c. Akuntabilitas  
Akuntabilitas artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, 
baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah organisasi atau badan-
badan pemerintah yang diberi mandat untuk membuat dan 
melaksanakan sebuah keputusan yang ada di pemerintahan desa 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa? 
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
 Bpd, Lpm, dan dibentuknya tim pelaksana kegiatan  
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 





Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut organisasi atau badan-
badan pemerintah yang diberi mandat untuk membuat dan 
melaksanakan sebuah keputusan yang ada di pemerintahan desa 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa yaitu pemerintah desa, bpd, dan lpm. 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa memberikan 
informasi tentang suatu keputusan yang telah diputuskan apa 
adanya tanpa dikurangi sedikit apapun informasi tersebut kepada 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?  
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
 Saiki kan zamane keterbukaan, gadi kabeh informasi sing 
dikeluarna pemerintah desa pastine disampaina maring 
masyarakat apa anane tanpa dikurangi sedikit apapun 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Ya, karena yang jelas masyarakat sekarang sudah 
mengetahui mengenai media sosial dan dalam pembuatan 
keputusan kan ada rt/rw yang terkadang membuat sebuah 





masyarakat. makanya pemerintah desa tidak bisa mengurangi 
informasi apapun kepada masyarakat, karena yang jelas 
masyarakat sudah tahu 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
 Kabeh terbuka, apamaning saiki uwis zamane keterbukaan 
gadi ora ana sing bisa ditutupi. Ngko, justru pajane ana sing 
ditutupi bakale timbul masalah garo polemik sing anyar nang 
masyarakat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintah desa secara 
garis besar sudah memberikan informasi tentang suatu keputusan 
yang telah diputuskan apa adanya tanpa dikurangi sedikit apapun 
informasi tersebut kepada masyarakat 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara yang dilakukan 
oleh pemerintah desa untuk mengkomunikasikan dan memberi 
kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dalam suatu 
keputusan kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 





 Biasane carane disampaina nang pertemuan-pertemuan 
atau rapat desa, musyawarah desa, garo rw/rw. 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Cara pemerintah desa ya cari kaki tangan ke rt/rw untuk 
door to door ke masyarakat  
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
 Pemerintah desa untuk mengkomunikasikan dan 
memberi kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dalam 
suatu keputusan di dalam rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh 
masyarakat yang diundang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut cara pemerintah desa 
mengkomunikasikan dan memberi kejelasan dari sasaran 
kebijakan yang diambil melalui rapat desa, rt/rw, dan mendatangi 
langsung ke rumah masyarakat 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa tujuan dari pemerintah desa 
mengkomunikasikan dan memberi kejelasan dari sasaran 
kebijakan yang diambil kepada masyarakat dalam proses 





Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
 Tujuane eben masyarakat ngarti garo program tuli 
kegiatan apa bae sing ana nang pemerintahan desa  
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Tujuan e sing pemerintah desa pastine eben ana kejelasan 
garo ngain ngarti mengenai suatu keputusan kepada masyarakat, 
pajane kaya kue emang kudu di dain ngarti masyarakat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut tujuan dari pemerintah 
desa mengkomunikasikan dan memberi kejelasan dari sasaran 
kebijakan yang diambil kepada masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah biar 
masyarakat tahu dan adanya kejelasan kepada masyarakat 
mengenai suatu keputusan. 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa saja hambatan yang ditemui oleh 
pemerintah desa dalam mengkomunikasikan dan memberi 
kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil kepada masyarakat 






Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
 Keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah desa, 
terkadang masyarakat tidak mau mencari tahu dan tidak begitu 
memperhatikan 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
 Di setiap kebijakan yang ada di desa, hambatane kadang 
masyarakat kue seolah-olah ora ngarti padahal ngarti tuli 
masyarakat ora gelem ngerespon. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut hambatan yang ditemui 
oleh pemerintah desa dalam mengkomunikasikan dan memberi 
kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil kepada masyarakat 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa 
terkadang masyarakat tidak mau tahu dan masyarakat tidak mau 
merespon mengenai suatu keputusan. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator akuntabilitas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 
desa klampok pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban seperti 





sebuah keputusan, Pemerintah desa sudah memberikan informasi apapun kepada 
masyarakat, Pemerintah telah memberikan kejelasan dari sasaran kebijakan yang 
diambil, bertujuan supaya masyarakat mengetahui mengenai kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah desa  akan tetapi masih ditemukan banyak hambatan. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Klampok kecamatan 
Wanasari kabupaten Brebes; 
2. Penyelenggaraan pemerintah desa dengan indikator, sebagai 
berikut : 
a. Perencanaan 
Merupakan kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab 
tindakan-tindakan selanjutnya. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah yang mengikuti proses 
perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?  
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Tentunya pemerintah desa, bpd, lpm, pkk, tokoh 
masyarakat dan rt/rw 
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 







Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut yang mengikuti proses 
perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa adalah pemerintah desa, bpd, lpm, pkk, kpmd, 
rt/rw, dan juga dari pendamping desa maupun pendamping 
kecamatan. 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara pemerintah desa 
menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu keputusan 
terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa kepada masyarakat?  
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Dalam sebuah pertemuan atau rapat pemerintah desa 
tujuan dari program atau kegiatan dari pemerintah desa kepada 
masyarakat 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Menjelaskannya yah, bahwa proses penyelenggaraan dan 
pembangunan desa ini untuk kepentingan bersama dari 
masyarakat untuk masyarakat. 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa akan 





Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
menjelaskan mengenai tujuannya di dalam sebuah rapat. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana cara pemerintah desa 
memilih tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dalam 
suatu keputusan terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa ? 
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat 
desa kan mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, 
tentunya pemerintah desa memilih tugas yang akan dikerjakan 
untuk mencapai tujuan dalam suatu keputusan berdasarkan tugas 
dan fungsinya masing-masing 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Hasil sing musdus garo musdes biasane pemerintah desa 
milih ngo diprioritasna pertama sing bakal e pan dikerjakan.  
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa akan memilih tugas berdasarkan tugas 
dan fungsinya masing-masing. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 





menyesuaikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dari 
pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa perlu 
mengubah rencananya jika ada penyimpangan yang terjadi dalam 
suatu keputusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa?  
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Saya kira perlu ya, jika ditemukan hal yang tidak sesuai 
dengan rencana awal. akan tetapi jika semuanya berjalan sesuai 
rencana ya tidak perlu diubah 
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Perlu tapi dengan adanya berita acara yang dimulai lagi 
dan musyawarahnya diundang kesemuanya lagi dan dari hasil 
musyawarah tersebut dihasilkan keputusan keputusan dari segi 
mana pembangunan yang perlu dirubah dan nanti dianggarkan 
yang baru.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
mengubah rencananya jika ada penyimpangan yang terjadi dalam 






5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, mengapa perlu dilaksanakan proses 
perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?    
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Perencanaan kue keharusan, program atau kegiatan siang 
ana nang pemerintah desa harus direncanakna  eben hasil e 
maksimal 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Yaya jelas oh, ibarat pembangunanan tanpa perencanaan 
hasil e ya ora apik ora memenuhi keinginan e  masyarakat.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa 
melakukan proses perencanaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa karena merupakan sebuah 
keharusan segala sesuatu harus direncanakan sehingga hasilnya 
maksimal 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator perencanaan dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 
desa klampok Pemerintah desa melibatkan lembaga yang ada di desa dalam proses 
perencanaan, Pemerintah desa menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu 





tujuan dalam suatu keputusan, Pemerintah desa akan mengubah rencananya jika 
ada penyimpangan yang terjadi, dan pentingnya perencanaan di desa klampok. 
b. Pengorganisasian  
Merupakan kegiatan membagi pekerjaan diantara anggota kelompok 
dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa yang menjadi landasan 
pemerintah desa membagi pekerjaan dan mengelompokan 
perangkat desa ke dalam tugas dan posisinya ? 
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa sing jelas mbagi pekerjaanne sesuai garo 
tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai landasanne 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Karena semua perangkat desa sudah ada tugas dan 
fungsinya masing-masing, maka landasan membagi pekerjaannya 
ya berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pembagian pekerjaanya 
sesuai tugas dan fungsinya masing-masing merupakan landasan 
pemerintah desa membagi pekerjaan dan mengelompokan 
perangkat desa ke dalam tugas dan posisinya 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa 





yang saling berhubungan dan menugaskan perangkat desa ke 
dalam pekerjaan yang sesuai?  
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Pada dasarnya memang begitu sesuai tugas dan fungsinya, 
akan tetapi jika terjadi kekosongan maka perangkat desa dari 
jabatan lain bisa mengisi kekosongan tersebut 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Di pemerintahan desa semuanya sesuai dengan tugas dan 
posisinya masing-masing, akan tetapi jika ditemukan kekurangan 
perangkat desa akan bermusyawarah dengan pihak lain yang 
lebih mampu karena kemampuan dari perangkat desa itu terbatas. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan desa 
klampok pemerintah desa telah mengabungkan jabatan-jabatan 
operasional ke dalam unit-unit yang saling berhubungan akan 
tetapi jika ditemukan kekurangan perangkat desa akan 
bermusyawarah dengan pihak lain yang lebih mampu karena 
kemampuan dari perangkat desa itu terbatas. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiamanakah cara pemerintah desa 
menjelaskan persyaratan masing-masing jabatan dan 






Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Tentunya, hal itu harus dijelaskan kepada perangkat desa. 
apa yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga mereka 
mengetahui apa yang akan dikerjakan yang menjadi tugasnya 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Cara menjelaskannya ya dengan adanya di beri  tugas dan 
fungsinya dengan memberikan buku-buku model yang ada 29 
model itu kan ada administrasinya masing-masing dan setiap 
bulannya kita harus ada pekerjaaan yang dikerjakan dan 
dikoreksi bersama 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa akan 
menjelaskan mengenai menjelaskan persyaratan masing-masing 
jabatan dan menyesuaikan wewenang dan tanggung jawabnya 
bagi setiap perangkat desa. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
menjelaskan secara langsung mengenai persyaratan masing-
masing jabatan, menyesuaikannya berdasarkan wewenang dan 
tanggung jawabnya bagi setiap perangkat desa. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa sajakah fasilitas yang diberikan 






Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Fasilitase ana laptop tuli komputer  
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Fasilitasnya di pemerintah desa, kalau perangkat desa 
membutuhkan dalam menunjang pekerjaannya ada laptop, 
komputer, dan  projektor. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut laptop, komputer, dan 
projektor merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah desa 
untuk perangkat desa dalam menunjang pekerjaannya di 
pemerintahan desa  
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, mengapa perlu dilaksanakan 
pengorganisasian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa?    
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pengorganisasian sangat diperlukan di pemerintahan desa, 
dengan adanya pengoorganisasian apa yang dikerjakan oleh 
pemerintah desa baik pekerjaan, program, dan kegiatan akan 
menjadi lebih tertata dan terarah lagi. Menjadi lebih baik. 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 





Pengorganisasian itu perlu, karena dengan adanya 
pengorganisasian kita dapat menata program-program atau 
anjuran-anjuran pemerintah yang sekiranya perlu di laksanakan 
dan tidak perlu dilaksanakan. Pengorganisasian itu jelas harus 
ada di pemerintahan.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa perlu 
melaksanakan pengorganisasian dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa karena pengorganisasian 
diperlukan pemerintahan desa sehingga suatu kegiatan dan 
program akan menjadi terarah dan pemerintah desa bisa tahu mana 
program yang perlu dilaksanakan dan yang tidak perlu. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator pengorganisasian dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Di 
pemerintahan desa klampok pemerintah desa membagi pekerjaan dan 
mengelompokan perangkat desa ke dalam tugas dan posisinya, Pemerintah desa 
mengabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling 
berhubungan akan tetapi jika ditemukan kekurangan perangkat desa akan 
bermusyawarah dengan pihak lain yang lebih mampu karena kemampuan dari 
perangkat desa itu terbatas., Pemerintah desa akan menjelaskan secara langsung 
mengenai persyaratan masing-masing jabatan, adanya fasilitas yang diberikan 
pemerintah desa untuk perangkat desa dalam menunjang pekerjaannya, dan 






Merupakan kegiatan menggerakan anggota-anggota kelompok untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, sejauhmana perangkat desa 
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau tindakan terkait 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa?   
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
  Perangkat desa cukup berpartisipasi, soale perangkat desa 
dalam bekerja kue nagrti tugas garo fungsine masing-masing. 
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Semua perangkat desa berpartisipasi dalam pembuatan 
keputusan karena pemerintah desa jika bekerja disuatu tempat 
dan tidak tahu apa yang kita kerjakan di tempat tersubut tidak ada  
gunanya. Maka dari itu semua perangkat desa sepertinya 
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau tindakan terkait 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut dalam pembuatan 
keputusan atau tindakan terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa untuk partisipasi perangkat 





2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara kepala desa 
membimbing dan menantang agar perangkat desa melakukan yang 
terbaik dalam pekerjaannya? 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Dengan adanya tiap bulan kita rapat, kita akan mengoreksi 
perangkat desa bagimana cara agar kinerjanya lebih baik dan 
seharusnya buku-buku model itu bisa dikerjakan dengan baik. 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Kepala desa bakal jelasna bahwa akeh tantangan sing kudu 
di kerjakana perangkat desa 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut untuk membimbing dan 
menantang  agar perangkat desa melakukan yang terbaik dalam 
pekerjaannya dengan mengadakan rapat dan mengoreksi pekerjaan 
dari perangkat desa mengenai tugas apa saja yang mesti 
dikerjakan. 
3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah cara kepala desa 
memotivasi, berkomunikasi, dan meningkatkan perangkat desa 
sehingga mereka memahami potensi yang ada pada dirinya? 
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 





Kepala desa tetntunya terus melakukukan komunikasi 
mengenai apa yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat desa, 
dan terus memberikan dorongan motivasi agar perangkat desa 
tahu bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya bisa bekerja 
dengan baik. 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Kepala desa ya harusnya mengetahui kemampuan dari 
perangkat desa, sejauhmana perangkat desa bisa menelaah dan 
mengerjakan perintah-perintah atasan sehingga perangkat desa 
itu bisa bekerja semaksimal mungkin untuk melaksanakan 
pekerjaanya yang telah diberikan ke perangkat desa.  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut kepala desa akan 
melakukan komunikasi mengenai apa saja yang menjadi tugas dan 
fungsi dari perangkat desa dan melihat sejauh mana kemampuan 
dari perangkat desa, melakukan dorongan motivasi agar perangkat 
desa dapat bekerja dengan maksimal. 
4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana cara pemerintah desa 
memenuhi kebutuhan perangkat desa agar bekerja dengan baik 
dalam melaksanakan tugasnya ? 
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Yang pastine ngo memenuhi kebutuhan dasar kaya gaji, tuli 
di tambah tunjangan sing laine.  
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 





Kebutuhan dari perangkat desa terpenuhi, terutama gaji 
dan bengkoknya terpenuhi tidak ada yang digunakan untuk yang 
lain-lain. Apa lagi sekarang ada tunjangan perangkat desa jika 
sudah dipenuhi maka bisa meningkatkan kesejahteraan dari 
keluarga perangkat desa dan kinerja dari perangkat desa akan 
maksimal. Yang terkejar sekarang pbb kadang-kadang, dengan 
adanya tambahan-tambahan dengan kondisi untuk penungakan 
pajak saja minim lah bisa ditanggulangi. 
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa pasti memberikan kebutuhan perangkat 
desa, seperti memberikan tpad, tunjangan-tunjangan memang 
sesuai dengan tugas kita jadi, tidak menyepelekan tugas yang 
perangkat desa lakukan. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut dengan cara memenuhi 
kebutuhan dasar dari perangkat desa seperti gaji dan tunjangan 
lainnya. 
 
5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa berupaya 
memperbaiki pengarahan sebagai langkah perbaikan agar perangkat 
desa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya? 
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Ya pastinya, pemerintah desa akan terus memperbaiki 
pengarahannya. Biasanya bisa melalui rapat apa yang menjadi 
kendalanya, dari situ kita perbaiki bersama-sama akan semuanya 
menjadi lebih baik. 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Iya setiap bulannya kita mengadakan evaluasi kinerja 





untuk membahas langkah-langkah kerja perangkat desa sehingga 
kedepannya akan lebih baik  
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa akan selalu memperbaiki pengarahan 
sebagai langkah perbaikan agar kinerjanya menjadi lebih baik 
lagi dalam suatu rapat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa 
berupaya memperbaiki pengarahan  dan melakukan evaluasi 
kinerja perangkat desa sebagai langkah perbaikan agar perangkat 
desa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, seperti melalui 
sebuah rapat. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 
indikator penggerakan dapat peneliti simpulkan sebagai berikut di pemerintahan 
desa klampok partisipasi perangkat desa dalam pembuatan keputusan atau 
tindakan terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa sudah cukup baik, kepala desa membimbing dan menantang agar perangkat 
desa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, kepala desa memotivasi, 
berkomunikasi, dan meningkatkan perangkat desa sehingga mereka memahami 
potensi yang ada pada dirinya, Pemerintah desa memenuhi kebutuhan perangkat 
desa dengan cara memberikan gaji dan di tambah tunjangan, dan Pemerintah desa 
berupaya memperbaiki pengarahan sebagai langkah perbaikan agar perangkat 





d. Pengendalian  
Merupakan kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan 
rencana-rencana yang telah ditentukan. 
1) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa 
membandingkan dan mengevaluasi hasil pekerjaan dengan standar 
hasil kerja yang terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Iya tentu, agar pemerintah desa menjadi lebih baik lagi 
pemerintah desa membandingkan dan mengevaluasi hasil 
pekerjaan dengan standar hasil kerja yang terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Iya yang jelas kalau mau agar pemerintah desa lebih baik 
kita harus membanding-bandingkan, kalau dibandingkan ya kita 
tolak ukurnya desa yang lebih baik sebagai acuan 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa bakal membandingkan dan mengevaluasi 
hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja yang ada setiap telung 
wulan sepisan. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 





hasil kerja yang terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa. 
2) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah upaya yang dilakukan 
pemerintah desa agar masyarakat dapat mengukur pelaksanaan 
perkerjaan yang telah dilakukan telah sesuai atau tidak dengan 
kegiatan yang ada terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
Dimasyarakan sudah ada yang namanya BPD, mungkin 
dari lembaga BPD mungkin tahu mana-mana yang dianggap 
melenceng dan mana-mana yang dianggap benar. 
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa akan memberikan bukti nyata di 
lapangan, jadi masyarakat dapat mengukur pelaksanaan 
perkerjaan yang telah dilakukan secara langsung dan tingkat 
kepuasan masyarakat kan tergantung hasil nyata dilapangan. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut pemerintah desa akan 
membagikan pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukan dan 
memberikan informasi terkait dengan proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa dengan cara memberikan 
bukti nyata kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan 





3) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiamanakah upaya yang 
pemerintah desa lakukan untuk dapat mengetahui kemungkinan 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa? 
Menurut bapak Akhmad Toridin (selaku Ketua dari BPD 
Desa Klampok) pada tanggal 16 Juni 2021 mengatakan : 
 Untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang 
terjadi, pemerintah desa harusnya mengevaluasi kineja tim 
pelaksana kegiatan semisal dalam pembangunan kita terus 
melakukan evaluasi dari tim pelaksana kegiatan diutarakan ada 
kendala-kendala apa di masyarakat nanti pemerintah desa 
melakukan pencocokan bersama dan nanti pemerintah desa 
melakukan evaluasi agar lebih baik. 
 
Menurut bapak Afif Syaefudin (selaku Masyarakat Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Sing aku ngarti biasane pajane pemerintah desa pengin nagrti 
penyimpangan-penyimpangan sing terjadi, sing dilakukan 
pemerintah desa ya kaya ngain surat teguran garo surat 
pernyataan eben berbenah garo ora ngelakoni sing kaya kue 
maning 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, 
dapat peneliti simpulkan sebagai berikut untuk dapat mengetahui 
kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terkait 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa, hal yang dilakukan pemerintah desa adalah melakukan 
evaluasi kinerja tim pelaksana kegiatan mengenai kendala yang ada 





4) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiamanakah cara yang dilakukan 
pemerintah desa jika pekerjaan dari perangkat desa dirasa tidak 
mencukupi terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa?   
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa tentune bakal ngadakna  pelatihan eben 
perangkat desa bisa luwih apik maning pajane ngemek 
pengaweane. 
 
Menurut bapak Slamet Kusyanto (selaku Sekertaris Desa 
Klampok) pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa akan memberikan pelatihan-pelatihan 
kepada perangkat desa untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di 
desa sehingga desa akan lebih baik 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa, paling utama kue kepala desa biasane 
monitoring terus maring  perangkat desa. Pernah waktu kue, sing 
seminggu ana ping loro monitoring. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, 
disimpulkan bahwa jika pekerjaan dari perangkat desa dirasa tidak 
mencukupi terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa, maka pemerintah desa akan memberikan 





5) Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah desa melakukan 
langkah perbaikan dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi 
terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa? 
Menurut ibu Nasihikatun Fitriyani (selaku Kepala Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Ya pastinya pemerintah desa akan melakukan langkah 
perbaikan dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi terkait 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa, agar program atau kegiatan yang ada di pemerintah desa 
bisa berjalan lebih baik 
 
Menurut bapak Nursidik (selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Klampok) pada tanggal 9 Juni 2021 mengatakan : 
Pemerintah desa akan selalu melakukan langkah perbaikan 
dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi, biar sama diatara 
kepala desa dan perangkat desa jangan sampai tercatat korupsi 
oleh kpk. Apalagi sekarang sedikit saja penyimpangan bisa 
terkena masalah. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, 
disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan langkah perbaikan 
dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi terkait dengan 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
dengan cara pemerintah desa melakukan langkah perbaikan terkait 
dengan penyimpangan yang ada. 
Berdasarkan hasil dari 5 wawancara dengan informan diatas, mengenai 





desa klampok pemerintah desa akan membandingkan dan mengevaluasi hasil 
pekerjaan dengan standar hasil kerja, pemerintah desa akan membagikan 
pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukan dan memberikan informasi dengan 
cara memberikan bukti nyata kepada masyarakat, pemerintah desa akan 
melakukan evaluasi kinerja tim pelaksana kegiatan mengenai kendala yang ada 
dan memberikan surat teguran untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, 
Jika pekerjaan dari perangkat desa dirasa tidak mencukupi terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa  maka pemerintah desa 
akan memberikan pelatikan dan monitoring kepada perangkat desa, Pemerintah 
desa melakukan langkah perbaikan dengan mengoreksi penyimpangan yang 
terjadi. 
V.2. Pembahasan atas Hasil Penelitian 
1. Good governance dengan indikator, sebagai berikut : 
a. Partisipasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
partisipasi dengan analisis : di pemerintahan desa kupu telah tersedia 
forum partisipasi, lembaga-lembaga di desa, memberikan kemudahan dan 
akses informasi kepada masyarakat, dan pemerintahan desa setiap warga 
masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan atas 
suatu keputusan yang telah diputuskan akan tetapi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 





acuh dan masyarakat menginginkan sistemnya instant, di pemerintahan 
desa keboledan telah tersedia forum partisipasi, lembaga-lembaga di desa, 
memberikan kemudahan dan akses informasi kepada masyarakat, dan 
pemerintahan desa setiap warga masyarakat diberi hak dan kesempatan 
untuk melakukan pengawasan atas suatu keputusan yang telah diputuskan 
akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa masih kurang karena terkadang 
masyarakat kalau tidak ada hal-hal yang berbau materi masyarakat akan 
sedikit apatis, dan di pemerintahan desa klampok telah tersedia forum 
partisipasi, lembaga-lembaga di desa, memberikan kemudahan dan akses 
informasi kepada masyarakat, dan pemerintahan desa setiap warga 
masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan atas 
suatu keputusan yang telah diputuskan akan tetapi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa masih kurang mungkin karena desa klampok 
menginjak transisi desa ke perkotaan. Adanya kesamaan antara di 
pemerintahan desa kupu, pemerintahan desa keboledan, dan pemerintahan 
desa klampok yaitu setiap desa tingkat partisipasi masyarakatnya masih 
rendah.  
b. Transparansi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 





menambahkan informasi terbaru dari setiap kegiatan yang ada di 
pemerintah desa, ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa 
dalam menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai suatu 
keputusan, website dan karena tidak adanya banner jadi masyarakat susah 
untuk mengakses dan untuk mengetahui lebih lanjut masyarakat harus 
datang ke kantor desa, dan adanya hambatan yang sering muncul dalam 
menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai suatu keputusan, 
di pemerintahan desa keboledan pemerintah desa menambahkan informasi 
terbaru dari setiap kegiatan yang ada di pemerintah desa, ada banyak 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyebarluaskan 
informasi-informasi terbaru mengenai suatu keputusan, masyarakat bisa 
mengakses informasi yang di pemerintahan desa, masyarakat dapat 
mengakses informasi mengenai suatu keputusan melalui rt atau perangkat 
desa dan akses informasi di desa keboledan belum dibuat kegiatan secara 
terbuka di dalam sebuah banner dan adanya hambatan yang sering muncul 
dalam menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai suatu 
keputusan, dan di pemerintahan desa klampok pemerintah desa 
menambahkan informasi terbaru dari setiap kegiatan yang ada di 
pemerintah desa, ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa 
dalam menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai suatu 
keputusan, masyarakat bisa mengakses informasi yang di pemerintahan 





datang langsung ke kantor desa, dan adanya hambatan yang sering muncul 
dalam menyebarluaskan informasi-informasi terbaru mengenai suatu 
keputusan. Adanya kesamaan antara di pemerintahan desa kupu dan 
pemerintahan desa keboledan, yaitu setiap desa masyarakat hanya dapat 
mengakses suatu informasi dengan menanyakan langsung ke kantor desa 
dan sebuah melalui website akan tetapi kurangnya penyebarluaskan 
informasi-informasi terbaru mengenai suatu keputusan di dalam sebuah 
banner atau papan informasi. Sedangkan pemerintahan desa klampok 
masyarakat hanya dapat mengakses informasi melalui sebuah melalui 
website dan datang langsung ke kantor desa. 
c. Akuntabilitas 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
akuntabilitas dengan analisis : di pemerintahan desa kupu pemerintah desa 
telah melakukan pertanggungjawaban seperti Organisasi/badan pemerintah 
diberi mandat untuk membuat dan melaksanakan sebuah keputusan, 
Pemerintah desa sudah memberikan informasi apapun kepada masyarakat, 
Pemerintah telah memberikan kejelasan dari sasaran kebijakan yang 
diambil, bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang ada di 
pemerintah desa dan menghindari kesalahpahaman diantara 
masyarakat.akan tetapi masih ditemukan banyak hambatan, di 
pemerintahan desa keboledan pemerintah desa telah melakukan 





untuk membuat dan melaksanakan sebuah keputusan, Pemerintah desa 
sudah memberikan informasi apapun kepada masyarakat, Pemerintah telah 
memberikan kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, bertujuan 
supaya masyarakat mengetahui mengenai kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah desa  akan tetapi masih ditemukan banyak hambatan, dan di 
pemerintahan desa klampok pemerintah desa telah melakukan 
pertanggungjawaban seperti Organisasi/badan pemerintah diberi mandat 
untuk membuat dan melaksanakan sebuah keputusan, Pemerintah desa 
sudah memberikan informasi apapun kepada masyarakat, Pemerintah telah 
memberikan kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, bertujuan 
supaya masyarakat mengetahui mengenai kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah desa  akan tetapi masih ditemukan banyak hambatan. Adanya 
kesamaan antara di pemerintahan desa kupu, pemerintahan desa 
keboledan, dan pemerintahan desa klampok yaitu pemerintah desa telah 
melakukan pertanggungjawaban akan tetapi masih ditemukan banyak 
hambatan. 
2. Penyelenggaraan pemerintah desa dengan indikator, sebagai berikut : 
a. Perencanaan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
perencanaan dengan analisis : Di pemerintahan desa kupu Pemerintah desa 
melibatkan lembaga yang ada di desa dalam proses perencanaan, Pemerintah 





Pemerintah desa memilih tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan 
dalam suatu keputusan, Pemerintah desa akan mengubah rencananya jika ada 
penyimpangan yang terjadi, dan pentingnya perencanaan di desa kupu, Di 
pemerintahan desa keboeldan Pemerintah desa melibatkan lembaga yang ada 
di desa dalam proses perencanaan, Pemerintah desa menjelaskan tujuan yang 
ingin dicapai dalam suatu keputusan, Pemerintah desa memilih tugas yang 
akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dalam suatu keputusan, Pemerintah 
desa akan mengubah rencananya jika ada penyimpangan yang terjadi, dan 
pentingnya perencanaan di desa kupu, dan Di pemerintahan desa klampok 
Pemerintah desa melibatkan lembaga yang ada di desa dalam proses 
perencanaan, Pemerintah desa menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam 
suatu keputusan, Pemerintah desa memilih tugas yang akan dikerjakan untuk 
mencapai tujuan dalam suatu keputusan, Pemerintah desa akan mengubah 
rencananya jika ada penyimpangan yang terjadi, dan pentingnya perencanaan 
di desa kupu. Adanya kesamaan antara di pemerintahan desa kupu, 
pemerintahan desa keboledan, dan pemerintahan desa klampok yaitu 
Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses perencanaan telah 
ditetapkan secara maksimal 
b. Pengorganisasian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
pengorganisasian dengan analisis : di pemerintahan desa kupu pemerintah 





tugas dan posisinya, pemerintahan desa kupu pemerintah desa telah 
mengabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling 
berhubungan akan tetapi jika terjadi kekosongan jabatan perangkat desa 
yang lain bisa mengisi kekosongan tersebut, Pemerintah desa akan 
menjelaskan secara langsung mengenai persyaratan masing-masing 
jabatan, adanya fasilitas yang diberikan pemerintah desa untuk perangkat 
desa dalam menunjang pekerjaannya, dan Pemerintah desa perlu 
melaksanakan pengorganisasian, di pemerintahan desa keboledan 
pemerintah desa membagi pekerjaan dan mengelompokan perangkat desa 
ke dalam tugas dan posisinya, pemerintah desa telah mengabungkan 
jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berhubungan, 
Pemerintah desa akan menjelaskan secara langsung mengenai persyaratan 
masing-masing jabatan, adanya fasilitas yang diberikan pemerintah desa 
untuk perangkat desa dalam menunjang pekerjaannya, dan Pemerintah 
desa perlu melaksanakan pengorganisasian, dan di pemerintahan desa 
klampok pemerintah desa membagi pekerjaan dan mengelompokan 
perangkat desa ke dalam tugas dan posisinya, Pemerintah desa 
mengabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling 
berhubungan akan tetapi jika ditemukan kekurangan perangkat desa akan 
bermusyawarah dengan pihak lain yang lebih mampu karena kemampuan 
dari perangkat desa itu terbatas., Pemerintah desa akan menjelaskan secara 





yang diberikan pemerintah desa untuk perangkat desa dalam menunjang 
pekerjaannya, dan Pemerintah desa perlu melaksanakan pengorganisasian. 
Adanya kesamaan antara di pemerintahan desa kupu dan pemerintahan 
desa klampok yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses 
pengorganisasian kurang masksimal, hal tersebut disebabkan karena jika 
terjadi kekosongan jabatan di pemerintahan desa maka perangkat desa dari 
jabatan lain bisa mengisi kekosongan tersebut dan merangkap dua jabatan 
sekaligus dalam satu waktu. Sedangkan di pemerintahan desa keboledan 
pemerintah desa telah mengabungkan jabatan-jabatan operasional ke 
dalam unit-unit yang saling berhubungan. 
c. Penggerakan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
pergerakan dengan analisis : di pemerintahan desa kupu partisipasi 
perangkat desa dalam pembuatan keputusan atau tindakan terkait dengan 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sudah 
cukup baik, kepala desa membimbing dan menantang agar perangkat desa 
melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, kepala desa memotivasi, 
berkomunikasi, dan meningkatkan perangkat desa sehingga mereka 
memahami potensi yang ada pada dirinya, Pemerintah desa memenuhi 
kebutuhan perangkat desa dengan cara memberikan gaji dan di tambah 
tunjangan, dan Pemerintah desa berupaya memperbaiki pengarahan 





dalam pekerjaannya, di pemerintahan desa keboledan partisipasi perangkat 
desa dalam pembuatan keputusan atau tindakan terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sudah cukup baik, 
kepala desa membimbing dan menantang agar perangkat desa melakukan 
yang terbaik dalam pekerjaannya, kepala desa memotivasi, berkomunikasi, 
dan meningkatkan perangkat desa sehingga mereka memahami potensi 
yang ada pada dirinya, Pemerintah desa memenuhi kebutuhan perangkat 
desa dengan cara memberikan gaji dan di tambah tunjangan, dan 
Pemerintah desa berupaya memperbaiki pengarahan sebagai langkah 
perbaikan agar perangkat desa melakukan yang terbaik dalam 
pekerjaannya, dan di pemerintahan desa klampok partisipasi perangkat 
desa dalam pembuatan keputusan atau tindakan terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sudah cukup baik, 
kepala desa membimbing dan menantang agar perangkat desa melakukan 
yang terbaik dalam pekerjaannya, kepala desa memotivasi, berkomunikasi, 
dan meningkatkan perangkat desa sehingga mereka memahami potensi 
yang ada pada dirinya, Pemerintah desa memenuhi kebutuhan perangkat 
desa dengan cara memberikan gaji dan di tambah tunjangan, dan 
Pemerintah desa berupaya memperbaiki pengarahan sebagai langkah 
perbaikan agar perangkat desa melakukan yang terbaik dalam 
pekerjaannya. Adanya kesamaan antara di pemerintahan desa kupu, 





Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pergerakan telah 
ditetapkan secara maksimal.  
d. Pengendalian  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
pengendalian dengan analisis : di pemerintahan desa kupu pemerintah desa 
akan membandingkan dan mengevaluasi hasil pekerjaan dengan standar 
hasil kerja, Pemerintah desa akan membagikan pelaksanaan perkerjaan 
yang telah dilakukan dan memberikan informasi, pemerintah desa 
melakukan evaluasi dan menampung kritik-kritik atau saran dari 
masyarakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, Jika pekerjaan 
dari perangkat desa dirasa tidak mencukupi terkait dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka pemerintah 
desa akan memanggil perangkat desa dan memberikan bimbingan kepada 
perangkat desa, Pemerintah desa melakukan langkah perbaikan dengan 
mengoreksi penyimpangan yang terjadi, di pemerintahan desa keboledan 
pemerintah desa akan membandingkan dan mengevaluasi hasil pekerjaan 
dengan standar hasil kerja, Pemerintah desa akan membagikan 
pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukan dan memberikan informasi, 
pemerintah desa melakukan evaluasi dan menampung kritik-kritik atau 
saran dari masyarakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, Jika 
pekerjaan dari perangkat desa dirasa tidak mencukupi terkait dengan 





pemerintah desa akan saling melengkapi dan saling membantu diantara 
perangkat desa, Pemerintah desa melakukan langkah perbaikan dengan 
mengoreksi penyimpangan yang terjadi, dan di pemerintahan desa 
klampok pemerintah desa akan membandingkan dan mengevaluasi hasil 
pekerjaan dengan standar hasil kerja, pemerintah desa akan membagikan 
pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukan dan memberikan informasi 
dengan cara memberikan bukti nyata kepada masyarakat, pemerintah desa 
akan melakukan evaluasi kinerja tim pelaksana kegiatan mengenai kendala 
yang ada dan memberikan surat teguran untuk meminimalisir terjadinya 
penyimpangan, Jika pekerjaan dari perangkat desa dirasa tidak mencukupi 
terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa  maka pemerintah desa akan memberikan pelatikan dan monitoring 
kepada perangkat desa, Pemerintah desa melakukan langkah perbaikan 
dengan mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Adanya kesamaan antara 
di pemerintahan desa kupu, pemerintahan desa keboledan, dan 
pemerintahan desa klampok yaitu Penyelenggaraan pemerintahan desa 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip-
prinsip good governance pemerintahan desa di kecamatan wanasari kabupaten 
brebes, maka ditarik kesimpulan  sebagai berikut :  
1. Penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance pemerintahan desa di 
kecamatan wanasari kabupaten brebes belum berjalan secara maksimal 
terutama prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dimana di dalam 
serangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
yang ada di kecamatan wanasari, tingkat partisipasi masyarakat dinilai masih 
kurang karena kebanyakan masyarakat bersikap acuh, masyarakat 
menginginkan sistemnya instant, dan masyarakat juga kalau tidak ada hal-hal 
yang berbau materi akan sedikit apatis. Demikian pula dalam hal transparansi 
tidak semua pemerintahan desa membuat kegiatan secara terbuka di dalam 
sebuah banner atau papan informasi. Disamping itu, masih adanya hambatan 
yang ditemukan seperti di pemerintah desa belum mengadakan desa internet 
sehingga dalam penyebaran informasi kepada masyarakat agak terhambat. Hal 
ini menujukan bahwa transparansi di pemerintah desa kurang maksimal dalam 
memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk penerapan prinsip 





tetapi masih ditemukan hambatan dalam mengkomunikasikan dan memberi 
kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil kepada masyarakat, sehingga 
kegiatan apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa sering kali dianggap 
tidak baik oleh masyarakat. 
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam proses perencanaan, penggerakan 
dan pengendalian di kecamatan wanasari kabupaten brebes telah ditetapkan 
secara maksimal, akan tetapi dalam proses pengorganisasian kurang 
masksimal karena meski pemerintah desa telah mengabungkan jabatan-jabatan 
operasional ke dalam unit-unit yang saling berhubungan akan tetapi 
pemerintah desa tidak menugaskan perangkat desa ke dalam pekerjaan yang 
sesuai. Hal tersebut disebabkan karena jika terjadi kekosongan jabatan di 
pemerintahan desa maka perangkat desa dari jabatan lain bisa mengisi 
kekosongan tersebut dan merangkap dua jabatan sekaligus dalam satu waktu.  
VI.2. Saran 
Sehubungan dengan kesimpulan di atas maka peneliti meyarankan :  
1. Pemerintah desa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
partisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa 
2. Pemerintah desa membuat kegiatan secara terbuka di dalam sebuah banner 
atau papan informasi  
3. Pemerintah desa mengadakan desa internet sehingga dalam penyebaran 





4. Pemerintah desa perlu mensosialisasikan tentang hasil kebijakan yang telah 
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